POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN
(STUDI ANALISIS TAFSIR TEMATIK)

N —,

STAIN MAJENE

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada
Program Studi [lmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) Jurusan Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

MUH. ARLING SYAM
NIM: 30156120035

JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
STAIN MAJENE
2025



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Politik Uang Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi
Analisis Tafsir Tematik)”, yang disusun oleh Muh. Arling Syam, NIM
301561200035, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada
Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqgasyah yang
diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Januari 2025 M, dinyatakan telah dapat
diterima scbagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama
(S.Ag) pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 23 Januari 2035 M

DEWAN PENGUIJI
Ketua : Dr. Abd. Fattah, M.Pd.

Sekertaris : Muhammad Nur Murdan, S.Th.I., M.Th.I. (..,
Pembimbing I : Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Muhammad Rais, M.Si.

Penguji 1 : Abdul Waris Marsyam, Lc., M.Hum.
Penguji 11 : Makmur, S.Th.1., M.Th.L.
Diketahui oleh:

~_Ketua Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr. Abd; Fattah, M.Pd.
NIP. 1996398171998031002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muh. Arling Syam, NIM:
30156120035, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada
Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan
mengoreksi secara secksama skripsi berjudul “Politik Uang dalam Perspektif Al-
Qur’an (Studi Analisis Tafsir Tematik)” memandang bahwa skripsi tersebut telah
memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 13 Januvari 2025
Pembimbing I Pembimbing IT

Prof. Dr/ Bahruddin, M.Ag. Dr. Muhammad Rais, M.Si.
NIP: 197303021999031002 NIP: 197111192006041022

ses
mn



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Nim

Tempat, Tanggal Lahir -

Program Studi
Jurusan

Alamat

Judul

Mubh. Arling Syam

30156120035

Leba-Leba, 28 Februari 2002

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Desa Tammerodo Utara, Kec, Tammerodo
Sendana

Politik Uang dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi
Analisis Tafsir Tematik)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini

benar adalah hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 15 Januari 2024

) 69AMX370224497 ‘Muh. Arling Syam
NIM: 30156120035

iv



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt, Tuhan Semesta Alam Sang
Pemilik Ilmu di muka bumi ini yang telah memberikan nikmat kesehatan,
kekuatan dan kesempatan, sehingga melalui proses yang menguras tenaga dan
pikiran, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa
pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw sebagai suri teladan di
muka bumi ini. Semoga shalawat yang kita kirimkan menjadi syafaat di hari
kemudian.

Adapun tujuan formal penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi
persyaratan penyelesaian studi pada program strata satu (S1) prodi [lmu Al-
Qur’an dan Tafsir, jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Majene (STAIN) Majene. Penulis berharap skripsi ini dapat
bermanfaat untuk semua pembaca. Skripsi berjudul “Politik Uang Dalam
Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Tematik)” diajukan sebagai salah
satu syarat mendapat gelar sarjana (S.Ag).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun
penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis
menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada
yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syamsuddin, S.Pd. dan Ibu
Damira, S.Pd. yang telah mendukung, menyemangati, serta
mendoakan dan membantu segala kebutuhan penulis, dan jerih
payahnya dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih
sayang, kesabaran dan penuh pengorbanan baik lahiriyah maupun

batiniah sampai saat ini. Semoga Allah Swt melimpahkan rahmat,



keberkahan umur dan karunia-Nya untuk kedua orang tua saya serta
diampuni dosa-dosanya.

Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Bapak Dr. Abd. Fattah, M.Pd. selaku ketua jurusan Ushuluddin, Adab
dan Dakwah (UAD).

Bapak Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.l. selaku Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene.

Bapak Prof. Dr. Bahruddin, M.Ag. dan Dr. Muhammad Rais, M.Si.,
sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan ikhlas
meluangkan waktunya dan tiada bosan-bosannya memberikan
bimbingan dan pengaraham hingga skripsi ini dapat dirampungkan
hingga selesai.

Bapak Abdul Waris Marsyam, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris
Program Studi sekaligus penguji munaqasyah I, yang senantiasa
memberi pengetahuan, arahan serta koreksi dalam penyusunan skripsi
ini, dan juga membimbing penulis hingga tahap penyelesaian
penyusunan skripsi.

Bapak Makmur, M.Th.I. sebagai dosen pembimbing akademik
sekaligus penguji munaqasyah II, yang dengan ikhlas meluangkan
waktunya dan tiada bosan-bosannya memberikan bimbingan dan
pengarahan hingga skripsi ini dapat dirampungkan hingga selesai.
Penguji Komprehensif oleh Bapak Muhammad Nur Murdan, S.Th.I.,
M.Th.L., Bapak Sulkifli, S.Th.I., M.Th.I., dan Bapak Rahmat Nurdin,
M.Ag.

Vi



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bapak kepala perpustakaan STAIN Majene beserta staf-stafnya yang
telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian
skripsi ini.

Para dosen Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah, baik dosen tetap
maupun dosen Luar Biasa (LB) yang telah berjasa mengajar dan
mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di STAIN Majene.
Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Ushuluddin, Adab dan
Dakwah maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Majene secara keseluruhan.

Terimakasih kepada saudara kandung, tante, paman dan segenap
keluarga penulis yang selalu memberikan nasihat, semangat, dan doa
selama proses penelitian.

Kepada KH. Abdul Karim Jufri, S.Pd.I yang telah banyak memotivasi
dan mendoakan penulis selama menjalankan proses perkuliahan dan
selama proses peneletian.

Kepada kak Mirsan, S.Ag., M.Ag. yang telah banyak memberikan
bimbingan, dukungan, masukan dan saran kepada penulis selama
proses penelitian.

Terimakasih kepada Nadila, S.Ag. yang telah banyak membantu,
menyemangati, memberi saran dan meminjamkan laptop kepada
penulis dalam proses menyusun skripsi.

Kepada seluruh teman dan sahabat prodi [lmu Al-Qur’an dan Tafsir,
senior dan junior yang menjadi tempat bertanya saat penulis meneliti,
serta terkhusus kelas UQ 2 dan UQ 1 angkatan 2020 yang menjadi
teman belajar, berdiskusi, dan pemberi motivasi mulai dari semester

awal hingga penulisan skripsi ini selesai.

vii



17. Kepada teman-teman PPL dan Alumni KKN Moderasi Beragama
tahun 2023 yang juga memberi dukungan dan semangat bagi penulis.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang

telah membantu kelancaran skripsi ini.

Penulis berharap kiranya segala bantuan yang telah diberikan dapat
bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Akhirnya, kesempurnaan hanyalah milik Allah
dan kekurangan semata berasal dari manusia. Penulis menyadari banyaknya
kesalahan maupun kekeliruan dalam skripsi ini. Olehnya itu, dibutuhkan saran
dan kritik sebagai koreksi ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan
menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca di bidang al-Qur’an dan

tafsir.

Majene, 15 Januari 2025

Penulis

MUH. ARLING SYAM
NIM: 30156120035

viii



DAFTAR ISI

SAMPUL ...ttt erteeee sttt e e ee s seeteeeesessatteeseesansteseesessnseessasanns i

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.......ccccocctetiiiimrieiniiiinierienineneesieninieneesenans ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ........ccccoiiiimrieireiininrereerisninneesiossnsnneessessnseeses iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI........cccttiiiiieeienrnreeeeereieeeeeeeaneees iv

KATA PENGANTAR......c.ccocttieririricierieieteesstessesneesesssnessssessessasessasseesssssasans \4

DAFTARIST ....outiiiiiiiiiriinintiensinsieeiesiesinreessesesisnnessssessnstessosssssasessssssasaases ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN................ xi

ABSTRAK ....oeeiiitreercriereeieniesnreesennteseesessessssessesseessssnsessessaessessasassansessenaes xix

BAB I PENDAHULUAN ...ttt rerrreetenseeereeeeesesnreeesesennnneessssesnsnnees 1

A. Latar Belakang Masalah ...........cccoooviiiiiiiiiiiiicceececce e 1

B. Rumusan Masalah...........cccccuviiiiiiiiiie e 5

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi FOKUS........cccccoeiiiiiiiiniiiiiiiieieceee, 5

D. Penelitian Terdahulu..........ccccooiiiiiiiiiii e 7

E. Metode Penelitian........c.ccoceeiiiiiiieniiiiiienieeeeeeee e 11

1. Jenis Penelitian.........cooeoiiiiiiiiiiiiii e 11

2. Metode dan Pendekatan Penelitian............ccoeeviieeiieeiiiecciiecciie e 12

3. SUMDEr Data.....coueoiieiiiieieeee s 14

4. Metode Pengumpulan Data..........ccceeviiiiiiiiiiiiieeeeeee e 14

F. Metode Analisis Data dan Penyajian Data...........c.cccceeevierieeneenciieninenen. 15

G. Tujuan dan Kegunaan .............ccceeeeiieiiiieeiiieciiee et 16

1. Tujuan Penelitian ..........cccooviiiiiiiiiiiieee e 16

2. Kegunaan Penelitian .........ccccoeoiiiiiiiiiiiieciieccece e 16

BAB II TINJAUAN UMUM ....c.coiiiiiiiiiniiiiniierieiisinienessesssniessosesssseessesssneens 17

A. Definisi Politik Uang ..........cccoviieiiieiiieiiiciiciecie e 17

B. Bentuk-bentuk Politik Uang...........cccceevviiriiiiiiiieeiieeeeeee e 19

Lo UANE ettt et ettt e et e st e e 19

2. Fasilitas Umum ........ccoooiiiiiiiiiiiceee e 20

C. Hukum Politik Uang Terhadap Sistem Ketatanegaraan............c.cccc....... 23

1. Majelis Ulama INdONesia..........c.eeovveriieniieniieiieeieeieeereeeee e 23

2. Nahdatul Ulama .........ccceiiiiiieiieciiecciee et 24

3. Muhammadiyah........cccoooiiiiiiiiiei e 26

4. MaSYATAKAL .....cccvieiiieieiie et sae e e e e enaeeenns 27

5. Lembaga Pemerintahan............coccoevieniiiiiiniiiiieeceeeeee e 28
BAB III TERM DAN AYAT-AYAT YANG RELEVAN DENGAN POLITIK

UANG ..ottt cerees e ssieetesseesiasteseesessnsasesessssastassssssnsaseassesssneens 31



Lo TUAM .ottt 31

2. AMWAL AIBALIL..........ooeoieeeeeeeeeeseee e 33

Be ALSURLU ...t 34

B. Klasifikasi Ayat-ayat Politik Uang ..........cccccoeeveviienieniiiieeieeeeeieee 39

1. Definisi Politik Uang ........cccovveeiiiieiiiecie e 39

2. Hukum Politik Uang ..........ccoceeviriiniiiiniiniieeeeeeeeeee e 41

3. Cara Menanggulangi Politik Uang..........ccccccooceiiiiiiniiniiniiieee. 44
BAB IV POLITIK UANG DALAM AL-QUR’AN......ccccccerrerreerenrueriercnressannenss 46
A. Politik Uang Dalam Perspektif Al-Qur’an ..........cccoeceevirvienienennicnienene. 46

1. Definisi Politik Uang ..........cccccuveeiiiiiiiiiciiece e 46

2. Hukum Politik Uang ..........ccceeviieiiiiiiiieiiieeeeee e 51

3. Cara Menanggulangi Politik Uang...........cccceevviieiiiiiiniiiiiiieciieeiees 58

B. Dampak Politik Uang dalam kehidupan..............coccooiiniiiiniininnnninen. 68

1. Aspek Moral dan Spiritual ..........cccevvvieviiiiiiieniieiieieeeeee e 69

2. Aspek Sosial POlitiK ........ccociieiiiieiiieeieeee e 71
BAB VPENUTUP........ooiiiiiieeieceetensecsereeeeescnreeeseseesantessesesnsnnesssessnneens 73
A, KESIMPUIAN ...eiiiiiieciiiece e 73

B. SAran.....ooo i aa e 74
DAFTAR PUSTAKAL......cooiotteeeeeteee ettt ee et eeeeeseaeeee e e s saseee e e s e snaens 75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP........ccccoiireierieereeniieeienereeseneeseseessesensessennenss 79



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< ba b be
< ta t te
& Sa $ es(dengan titik di atas)
z jim j je
a ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha kh kadan ha
> dal d de
> zal yA zet(dengan titik di atas)
B ra r er
B zai z zet
s sin S es
o syin sy esdanye
% sad S es(dengan titik di bawah)
0P dad d de(dengan titik di bawah)
b ta t te(dengan titik di bawah)
b za Z zet(dengan titik di bawah)
¢ ’ain ¢ Apostrof terbalik
¢ gain g ge
o fa f ef

xi



Jé qaf q qi
4 kaf k ka
J lam 1 el
¢ mim m em
J nun n en
9 wau w we
2 ha h ha
3 hamza ’ apastrof
S ya y ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda(‘)

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ fathah a a
S kasrah i i
[ dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama

Huruf Latin

Nama

¢

fathah dan ya’

ai

adan i
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3 fathah dan wau au adan u

Contoh:
S kaifa
J)A : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf dan
Huruf Nama Tanda Nama
Gl fathah dan alif ata uya’ a adan garis di atas

< Kasrah dan ya’ 1 idan garis di atas

9 Dammah dan wau a udan garis di atas
Contoh:
&b mata
& L rama

A :gila
8 yamiitu
4. Ta’ marbiitah

Transliterasi untuk ta’ marbitah ada dua, yaitu: @’ marbitah yang
hidupatau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah
[t].Sedangkan #G° marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan #a * marbiit ah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
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td ‘marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JLQL»Y\ 235 : raudah al-atfal

Lo 80T almadinah al-fadilah

ST - al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda fasydid ( o ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

G35 : rabbana

WaS : pajjaina

5a1\: althagq

axi 1 nu’ima

5% : ‘aduwwun

Jika huruf ¢ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf
kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi.

Contoh:

e Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

{5 i Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di
transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah

maupun huruf gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
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yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

M\ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

:\J) j,J\ . al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

aicld) : al-falsafah

S albalad

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

ujjféb . ta’munina

’@J\ . al-naw’

Lev isyai’un

fi»}g% . umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari al-Qur’an). Alhamdulillah dan
Munaqgasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian
teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

FiZilal al-Qur'an
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Al-Sunnah gabl al-tadwin
9. Lafaz al-Jalalah (L)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai muddaf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah,

Contoh:

A s drnuliah DG pillan

Adapun ta’ marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-
Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

i 225 23 24 hum i rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (All caps),
dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal
diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf
awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasiil

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkatamubdarakan
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Syahru Ramadan al-lzt unzila fih al-Quran

Nasir al-Din al-Tiist

Abit Nasr al-Farabr

Al-Gazalt

Al-Mungiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abi al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu
alWalidMuhammad (bukan: Rusyd, Abii al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abt Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abui)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = Subhanahu wa ta’ala
Saw = Sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salam
H. = Hijrah
= Masehi
SM. = Sebelum masehi
L. = Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS.../...:4 = QS. al-Bagarah/2:4 atau QS ali ‘Imran/3: 4
HR. = Hadis Riwayat
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Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai

berikut:

P =  d=ap

a3 = O O

e e
L = b

03 = Oa,

l = 2T b a0
C s
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ABSTRAK

Nama :  Muh. Arling Syam

Nim : 30156120035

Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Judul . Politik Uang Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis
Tasfir Tematik)

Melihat konteks sosial politik masa kini, banyak masyarakat yang tidak
bisa lepas dari praktik politik uang. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara
yang sulit dideteksi. Politik uang sendiri sudah dianggap sebagai sebuah tradisi,
sehingga masyarakat tidak asing lagi, bahkan menganggap itu sebagai hal yang
lumrah dalam proses pemilihan. Menurut penulis, hal demikian tentunya
memerlukan perhatian khusus untuk dikaji lebih dalam lagi untuk menyelesaikan
problem politik uang yang terjadi dalam proses pemilihan. Sehingga dalam
penelitian ini penulis membahas bagaimana respon al-Qur’an terhadap praktik
politik uang yang masih marak terjadi.

Permasalahan di atas dijawab oleh penulis dengan menggunakan metode
tafsir tematik. Sebab dengan metode tersebut berfokus pada satu tema atau satu
pokok pembahasan yang kemudian dibahas secara mendalam dengan
menggunakan ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan tema tersebut. Sehingga
dalam penelitian ini berfokus pada tema politik uang dalam al-Qur’an yang
menggunakan metode pendekatan sosio historis dan kontekstualis. Jenis
penelitian ini adalah penelitian Kualitatif atau kepustakaan. Penelitian ini
bersumber dari kitab-kitab tafsir, buku, artikel, penelitian terdahulu, dan lainnya
yang terkait dengan penelitian. Kemudian dari data yang didapat,
dikumpulkanlah ayat yang terkait dengan tema kemudian dibahas, dianalisis, dan
dipahami dengan baik serta memberikan kesimpulan terkait tema yang dikaji.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ayat yang terkait
dengan politik uang terdapat dalam Qs. al-Baqarah/2:188 dengan menggunakan
term fudlu yang berarti menyogok untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan,
Qs. al-Nisa’/4:29 dengan term amwal al-batil bermakna harta yang haram, dan
terdapat pada Qs. al-Ma’idah/5:42 dengan term al-suhfu yang artinya sesuatu
yang haram untuk diperolehnya. Selain itu dengan penjelasan hadis nabi politik
uang disebut juga sebagai risywah (suap). Hasil penelitian juga menunjukan
dampak daripada politik uvang dalam kacamata al-Qur’an, yaitu dampak terhadap
aspek moral dan spiritual, dan aspek sosial politik. Dengan memahami ayat yang
terkait dengan politik uang serta dampaknyanya dalam kehidupan, dapat
menanggulangi perbaikan tatanan kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan
negara dengan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkompeten.

Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai
pandangan al-Qur’an terkait dengan politik uang dengan melihat penjelasan dari
para ulama tafsir. Dengan penjelasan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan
untuk meminimalisir terjadinya politik uang yang sampai saat ini masih banyak
terjadi dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini juga merupakan sebagai
upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarkat terkait politik uang sehingga
lahir para pemimpim yang betul-betul berkompeten.

Kata Kunci: Politik Uang, Tafsir Tematik, Dampak

XiX
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A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an merupakan petunjuk yang ketika dikaji menghasilkan
pemahaman yang mampu membantu manusia keluar dari berbagai problem
kehidupan. Al-Qur’an akan menjadikan perasaan, akal, dan karsa manusia
menuju pembuktian keimanan sebagai jalan untuk mencapai ketentraman dalam
kehidupan pribadi dan masyarakat.! Al-Qur’an juga merupakan kitab pertama
yang dikenal manusia yang membahas mengenai hukum-hukum sejarah dalam
masyarakat dan hukum-hukum tersebut sebagaimana hukum-hukum alam, tidak
mungkin mengalami perubahan. Ketika mampu memahami dan menghayati
secara utuh nilai-nilai al-Qur’an serta mampu menggunakan dan beradaptasi
dengan hukum sejarah, maka perubahan akan terlihat. Antara nilai dan hukum
sejarah, keduanya dibicarakan secara jelas dalam al-Qur’an.?

Sebagai pedoman hidup atau sumber ilmu pengetahuan, al-Qur’an tidak
bisa lepas dari kehidupan manusia dengan problem-problem yang mengitarinya.
Problem tersebut tentunya beragam mulai dari pemasalahan individu maupun
kelompok, baik dalam sosial bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.
Sebab al-Qur’an merupakan pedoman tertinggi dalam menyelesaikan masalah
yang mendasar dan kemelut yang tak pernah selesai.’ Berbagai permasalahan
kehidupan manusia telah diterangkan dalam al-Qur’an salah satunya mengenai

kehidupan manusia tentang politik.

'M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’l atas Pelbagai Persoalan
Umat, (Bandung: Mizan, 1997), h. 13.

M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam
Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1994), h. 245.

3Ahmad Syafii Maarif, A/-Qur’an dan Realitas Umum, (Cet. 1; Jakarta: Penerbit
Republika, 2010), h. 3.



Dalam kamus bahasa Arab modern, politik diartikan dengan kata siyasah.
Kata siyasah merupakan akar kata dari sasa-yasusu yang artinya mengendalikan,
mengemudi, mengatur dan sebagainya. Dalam al-Qur’an tidak terdapat kata yang
berasal dari akar kata sasa-yasusu, hal tersebut tidak memberikan kesimpulan
bahwa al-Qur’an tidak membahas mengenai politik. Bahkan para ulama ahli al-
Qur’an ketika menyusun karya tulis ilmiahnya tentang politik merujuk pada al-
Qur’an dan hadis Nabi. Sebagaimana Ibnu Taimiyah menulis karya tulisnya
dengan judul A/-Siyasah al-Syar’iyah yang artinya politik keagamaan.*

Dewasa ini segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia hampir
tidak dapat dilepaskan dari yang namanya politik. Terdapat ungkapan yang
mengatakan bahwa segala hal di masa yang akan datang semuanya bergantung
pada politik, seperti dalam lingkup pendidikan, perekonomian, kesehatan,
ataupun kesejahteraan hidup ditentukan oleh politik.

Namun, politik saat ini sangat memerlukan perhatian khusus karena telah
banyak terjadi pelanggaran, penyelewengan ataupun penyimpangan dalam dunia
perpolitikan. Salah satunya yang masif terjadi sampai saat ini yaitu politik uang
(money politic) dalam pemilu. Dampak dari perilaku ini begitu signifikan karena
menghambat lahirnya para pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas dan
berintegritas. Namun sebaliknya pemimpin yang lahir dari praktik politik uang
justru melahirkan pemimpin yang tidak amanah, yang berujung terjadinya kasus
korupsi.’

Politik uang dalam kehidupan masyarakat telah dianggap sebagai tradisi,

sehingga masyarakat menganggap lumrah hal tersebut bahkan mengharapkan

*M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan
Umat, h. 416.

M. Eza Helyatha Begeouvic dan Bayu Cuan, “Money Politik Pada Kepemiluan Di
Indonesia”, Sol Justica, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 105-106.



jumlah uang yang mereka dapatkan tinggi. Hal tersebut tidak asing lagi ketika
menjelang hari pemilihan, bentuknya beragam seperti sembako atau mengadakan
acara makan bersama. Jadi untuk mengambil simpati masyarakat harus dipancing
dengan uang.®

Dalam al-Qur’an, tidak ditemukan secara spesifik ayat yang membahas
mengenai politik uang namun yang ditemukan adalah ayat yang bersinggungan
atau memiliki keterkaitan dengan istilah politik uang. Penulis menemukan ayat
yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pembahasan mengenai politik uang

yaitu tedapat pada Qs. al-Baqarah/2: 188 sebagai berikut:
35T VJ}IL LA I 2 U5 fitgel f&,dx I & 15 JLLJL; riw ;Qv (EHEGEN

Terjemahannya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan
jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”’(QS. al-Baqarah/2: 188)

Battuanna:

“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang laengna
cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang (massogo’)
lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng
(mappogau’ dosa), anna i’o mie’ ma’issang.”®

Dalam ayat tersebut terdapat larangan untuk menyogok, M. Quraish
Shihab mengibaratkan perilaku menyogok ini dengan perbuatan menurunkan
timba ke dalam sumur untuk mendapatkan air. Timbanya tidak bisa dilihat orang

lain apalagi yang jauh dari sumur. Ibaratnya pelaku menurunkan kemauannya

®Salsabila Athaya Fauzi, Agus Machfud Fauzi, “Fenomena Money Politik pada
Pemilihan Kepala Desa Patiken Tahun 2018”, Dinamika Sosial Budaya, Vol. 23, No. 1, 2021, h.
177.

"Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 38.

$Muh. Idham Khalid Bodi, Koro’ang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa
Mandar dan Indonesia, (Makassar: Balai Litbang Agama Makassar, 2019), h. 46.



kepada yang berhak memutuskan sesuatu, dengan cara sembunyi-sembunyi untuk
mendapatkan sesuatu secara tidak sah.” Sebagaimana dengan praktik politik
uang, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk memperoleh keinginan
dengan cara memberikan uang untuk bisa memengaruhi pilihan atau keputusan
seseorang.

Seiring berjalannya waktu, politik uang semakin beragam bentuknya,
politik vang tidak lagi hanya berbentuk uang yang diberikan dengan tujuan agar
yang menerima mengubah pilihan sesuai keinginan yang memberikan, tetapi bisa
juga berbentuk barang atau bentuk bantuan sosial. Saat ini banyak ditemukan
berbagai bentuk atau cara yang dilakukan oleh orang-orang dalam mengemas
praktik politik uang agar tidak terlihat praktiknya secara langsung.

Berkenaan dengan penjelasan di atas, term mengenai politik uang secara
tidak langsung telah disebutkan dalam al-Qur’an. Hal tersebut tentunya telah
merusak tatanan kehidupan masyarakat di bidang politik atau demokrasi. Maka
diperlukan pembacaan ulang atau interpretasi terhadap problem tersebut untuk
bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat agar bisa meminimalisir
terjadinya praktik politik uang.

Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk meminimalisir terjadinya
politik uang, namun kenyataannya sampai saat ini praktik tersebut masih saja
banyak dijumpai pada saat menjelang terjadinya pemilu. Melihat fenomena
politik uang yang masih melekat pada masyarakat, penulis tertarik untuk
meneliti lebih jauh lagi terkait politik uang yang masih marak dilakukan, terlebih
politik uang dalam bentuk bantuan sosial. Maka penulis memilih judul proposal
skripsi “Politik Uang Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir

Tematik)”.

"M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 1,
(Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 414.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya,
penulis telah merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kandungan al-Qur’an terkait politik uang?
2. Bagaimana dampak politik uang dalam kehidupan?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus yang dikaji dalam penelitian ini untuk mempermudah
penulis dalam mengkaji suatu masalah yang akan diteliti sehingga tidak keluar
dari judul yang akan dibahas. Judul dari penelitian ini yaitu, “Politik Uang dalam
Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Tematik).”

Dalam penelitian ini, penulis telah menetapkan beberapa istilah yang
akan menjadi fokus dalam penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman,
berikut ini istilah yang perlu dipahami:

1. Politik Uang

Politik uang diartikan sebagai suap. Adapun suap menurut KBBI (Kamus
Besar Bahasa Indonesia) berarti uang sogok. Politik uang digunakan sebagai cara
agar bisa mengubah sebuah pilihan, dalam hal ini uang sebagai alat yang mampu
memengaruhi keputusan seseorang. Politik uang juga bisa dimaknai sebagai
proses jual beli suara dalam politik untuk mendapatkan kedudukan atau
kekuasaan dengan menggunakan uang pribadi maupun partai.'?

Politik uang adalah segala perbuatan yang segaja dilakukan dengan
memberikan atau menjanjikan uang atau materi kepada sesorang untuk memilih
salah satu calon atau tidak memakai hak suaranya, atau menggunakan hak

suaranya dengan cara yang tidak benar sehigga surat suaranya dianggap tidak

'Nanda Firdaus Puji Istigomah dan M. Noor Harisudin, “Praktik Money Politik dalam
pemilu di Indonesia Perspektif Figih Siyasah dan Hukum Positif”, Rechtenstudent Journal, Vol.
2, No. 1, April 2021), h. 86.



sah, memberikan dana kampanye kepada pihak yang terlarang dan melanggar
Undang-Undang dan menyebarkan informasi palsu terkait dana kampanye.!!

Seiring berjalannya waktu politik uvang semakin beragam bentuknya,
tidak lagi hanya berbentuk uang yang diberikan dengan tujuan agar yang
menerima merubah pilihan sesuai keinginan yang memberikan, tetapi bisa juga
berbentuk barang atau bentuk bantuan sosial. Sangat disayangkan perbuatan-
perbuatan yang baik seperti memberikan bantuan sosial sudah dijadikan sebagai
sarana dalam memengaruhi pilihan seseorang dalam pemilu.

2. Tafsir Tematik

Metode tafsir tematik merupakan langkah awal penafsiran dengan
mempelajari keseluruhan al-Qur’an, sebab metode ini berorientasi pada kesatuan
al-Qur’an. Metode ini sangat memungkinan bagi penafsir dalam menetapkan atau
menentukan semua ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki keterkaitan dengan suatu
topik atau bahasan terentu, mengumpulkan ayat-ayat tersebut selanjutnya
mengkaji dan mengkomparasikannya.'> Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode tafsir tematik M. Quraish Shihab sebagai alat untuk
menginterpretasi ayat-ayat terkait politik uang.

Metode tafsir tematik menurut M. Quraish Shihab yaitu suatu metode
yang memfokuskan kajian terhadap satu tema tertentu, kemudian melihat
bagaimana pandangan al-Qur’an terkait tema tersebut dengan cara
mengumpulkan semua ayat yang membahas, lalu menganalisis, dan memahamai
dengan baik ayat demi ayat. Selanjutnya menghubungkan ayat yang sifatnya

umum dengan ayat yang khusus, yang mutlag dengan yang mugayad, dan lain-

"Nanda Firdaus Puji Istigomah, dan M. Noor Harisudin, “Praktik Money Politik dalam
pemilu di Indonesia Perspektif Figih Siyasah dan Hukum Positif”, h. 87.

2Abdullah Saeed, Pengantar Studi Al-Qur’an, (Cet. 1; Yogyakarta: Baitul Hikmah
Press, 2016), h. 310.



lain, memperkaya penjelasan dengan hadits yang terkait dan memberikan
kesimpulan secara menyeluruh terkait tema yang dikaji.'3
D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat kembali penelitian-
penelitian sebelumnya terkait dengan masalah yang akan dikaji. Selain itu
penelitian terdahulu memiliki fungsi agar terhindar dari penulisan yang tidak
teratur ataupun sistematis. Tujuan utama dari penelitian terdahulu ialah untuk
memberitahu para pembaca tentang penelitian yang sudah ada sebelumnya yang
memiliki keterkaitan yang erat dengan tema yang akan menjadi objek
penelitian.'4

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mendapati beberapa penelitian
terkait politik uang yang kemudian akan menjadi perbandingan atau mencari
perbedaan dengan penelitian penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu akan
memudahkan bagi penulis dalam mengkaji tema tersebut. Berikut ini beberapa
penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Raharti dengan judul “Politik Uang
dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positit (Studi
Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”.
Dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa praktik politik uang
pada pemilihan peratin yang terjadi di Pekon Pajar Agung berdasarkan hukum
Islam dikategorikan sebagai risywah. Risywah dianggap sebagai perilaku yang
menyimpang dalam masyarakat dan bertolak belakang dengan ajaran Islam

berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 188. Sedangkan menurut hukum positifnya

3M. Quraish Shihab, Kaidah Tafir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda
Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an, (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 385.

Ifah Rofiqoh dan Zulhawati, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran,
(Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 15-16.



melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 3 tahun
1999 pasal 73 ayat 3. Perbedaan dapat dilihat dari sisi hukumannya, hukum Islam
yaitu ancaman hukuman dari Allah swt di akhirat sedangkan hukum positif yaitu
hukuman berupa penjara atau denda kepada pelaku politik uang.!’

Penelitian di atas tidak membahas secara mendalam ayat-ayat yang
terkait dengan politik vang dan lebih fokus pada aspek hukumnya. Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas politik uang dengan
menghimpun ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dan mengkajinya secara
mendalam.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Nanda Firdaus Puji Istiqgomah dan M.
Noor Harisudin dengan judul “Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia
Perspektif Figih Siyasah dan Hukum Positit” dalam jurnal Rechtenstudent
Journal, Vol. 2, No. 1, April 2021. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik
politik uang yang terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
kemiskinan dan memudarnya nilai-nilai keimanan dan moral, serta sistem
pengawasan dan pemantauan yang lemah. Dalam figih siyasah politik uang
disebut sebagai risywah atau suap yang menimbulkan mudharat seperti korupsi
untuk mengembalikan modal para calon dan jelas hal tersebut diharamkan.
Sedangkan dalam hukum positif politik uang telah dibahas dalam peraturan KPU
No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye selain itu terdapat pula dalam Undang-
undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tindakan politik uang melanggar

undang-undang dan merupakan penyakit kronis bagi negara demokrasi. '

SRaharti, “Politik Uang dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”,
Skripsi, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

*Nanda Firdaus Puji Istigomah, M. Noor Harisudin, “Praktik Money Politic dalam
Pemilu di Indonesia Perspektif Figih Siyasah dan Hukum Posistif”, Rechtenstudent Journal, Vol.
2, No. 1, 2021.



Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak membahas politik
uang dari sisi figih siyasah maupun undang-undang. Namun, lebih kepada
pandangan al-Qur’an sebagaimana penafsiran atau kandungan ayat-ayat yang
terkait dengan politik uang.

Ketiga, artikel yang ditulis Mashudi Umar dengan judul “Money Politic
Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga
Bahtsul Masail Nahdatul Ulama)” dalam jurnal At-Turas, Vol. 2, No. 1, Januari-
Juni 2015. Penelitian ini menghasilkan bahwa politik uang meberikan dampak
yang buruk terhadap dunia perpolitikan dan tatanan sosial yang pragmatis
sehingga lahir pemahaman bahwa praktik politik uang merupakan sebuah
perbuatan 7a’awun (tolong menolong) dalam /sm (dosa) dan ‘udwan
(permusuhan). Jadi keputusan yang didapat oleh lembaga bahtsul masail
Nahdatul Ulama ialah praktik politik uang hukumnya adalah haram.!”

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengkaji
politik uang dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan
kemudian mengkaji secara mendalam dengan menggunakan metode tematik.
Sedangkan penelitan di atas mengkaji dari aspek figihnya tanpa melakukan
penafsiran secara mendalam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Annisa Fitriani, dkk dengan judul
“Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umun: Perspektif’ Hukum Islam dan
NKRI” dalam jurnal Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vo. 4, No. 2,
2023. Hasil dari penelitian tesebut mengungkapkan bahwa praktik politik uang
mencemari sistem demokrasi negara dan memberikan pengaruh yang dari
berbagai aspek baik dari prespektif hukum tata negara Islam maupun hukum tata

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, disebutkan ayat yang terkait

"Mashudi Umar, “Money Politik dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis
Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”, A¢-Turas, Vol. 2, No. 1, 2015.
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dengan politik uvang. Penelitian tersebut menekankan pada tindakan yang
sepatutnya untuk dilakukan untuk meminimalisir terjadinya praktik politik
uang.'®

Penelitian di atas hanya menyebutkan ayat yang terkait dengan politik
uang tanpa membahas mengenai penafsiran atau kandungan ayat tersebut secara
mendalam. Selain itu penelitian di atas juga menekankan pada aspek hukumnya.
Berbeda dengan penelitian ini, peneliti membahas mengenai kandungan ayat
mengenai politik uang secara mendalam dengan menggunakan metode tematik.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Jupri, dkk dengan judul “Desa Anti
Politik Uang (Money Politik) sebagai Strategi Antisipasi Pilkada Curang Tahun
2024 Provinsi Gorontalo” dalam Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya,
Vol. 9, No. 4, 2023. Hasil dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa terjadinya
praktik politik uang karena adanya faktor yang memengaruhi, seperti budaya,
jenjang pendidikan dan kemiskinan khsususnya di Provinsi Gorontalo. Dalam
penelitian ini juga menjelaskan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk
meminimalisir terjadinya praktik politik uvang yaitu dengan membetuk desa anti
politik uang menggunakan tindakan preventif dan represif. Peneliti juga berharap
agar penegak hukum betul-betul serius dalam melaksanakan tanggung
jawabnya.!?

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu
penelitian di atas hanya mengungkap faktor-faktor terjadinya politik uang dan

usaha yang dilakukan untuk meminimalisir. Sedangkan dalam penelitian ini,

8 Annisa Fitriani, dkk, “Analisis Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Perspektif
Hukum Islam dan NKR1”, Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2, 2023.

YJupri, dkk, “Desa Anti Politik Uang (Money Politik) sebagai Strategi Antisipasi
Pilkada Curang Tahun 2024 Provinsi Gorontalo”, Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya,
Vol. 9, No. 4, 2023.
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penulis berfokus membahas tentang kandungan ayat-ayat yang terkait dengan
politik uang.

Dari penelitian terdahulu di atas, penulis belum menemukan karya tulis
ilmiah atau penelitian yang membahas tentang politik uang dalam perspektif al-
Qur’an dengan munggunakan metode tafsir tematik. Penulis melihat penelitian
terdahulu hanya berfokus pada aspek hukumnya. Sehingga penulis tertarik untuk
meneliti politik uang dengan menggunakan metode tafsir tematik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dirancang secara sistematis untuk
dipakai dalam menelaah, mengetahui, dan mengkaji data-data untuk
mendapatkan informasi agar mampu menyelesaikan masalah yang terdapat pada
data-data sehingga menghasilkan informasi yang baru.?’ Sedangkan pengertian
metode penelitian tafsir yaitu sebuah metode yang digunakan oleh para peneliti
dalam melakukan kajian mengenai kitab-kitab tafsir, terkait penelitian al-Qur’an
dengan penelitian tafsir tentunya memiliki perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari
objek kajiannya. Penelitian al-Qur’an mengkaji kitab al-Qur’an itu sendiri,
sedangkan penelitian tafsir mengkaji kitab tafsir yang merupakan hasil analisis
ataupun riset yang dilakukan oleh seorang mufasir.?!

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif yang sifatnya kepustakaan (/ibrary reseach). Penelitian kualitatif

merupakan langkah-langkah penelitian yang mendapatkan data deskriptif berupa

2Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), h. 2.

21 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir, (Cet. 1; Yogyakarta: Idea
Press Yogyakarta, 2014), h. 19.
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kata-kata (seperti lisan untuk penelitian sosial, budaya, filsafat), catatan yang
berkaitan dengan makna, nilai serta pengertian.??

Adapun tujuan jenis penelitian ini adalah agar mampu memahami kondisi
sosial, kelompok, peran, interaksi atau sebuah peristiwa tertentu.??* Penelitian ini
digunakan dengan menghimpun berbagai sumber data atau referensi baik berupa
buku, kitab atau artikel yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi mengenai
objek kajian.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode tafsir tematik. Metode
ini merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk memfokuskan pada
satu tema atau pembahasan, kemudian melihat bagaimana respon al-Qur’an
terhadap tema yang akan dikaji dengan cara mengumpulkan semua ayat-ayat
yang berkaitan dengan tema tersebut kemudian menganalisis dan mengkajinya
ayat demi ayat. Kemudian mengelompokkan ayat yang sifatnya mut/ag dengan
mugqayyad, umum dengan khusus, dan lain sebagainya.?*

Metode tafsir tematik menurut Mahmud Syaltut merupakan metode yang
relevan dengan kondisi atau keadaan saat ini, karena dengan metode ini dapat
memberikan penjelasan bagi umat manusia dengan perspektif al-Qur’an yang
menyesuaikan dengan kasus atau kondisi yang ada.?> Oleh karena itu peneliti
memilih metode tematik untuk memudahkan dalam mengkaji sebuah

pembahasan sesuai dengan judul di atas. Dalam penelitian ini, penulis

22 Anwar Mujahidin, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Tafsir Al-Qur’an, (Ponorogo:
IAIN Ponorogo Press, 2023), h. 2.

BFathor Rasyid, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatit Teori, Metode, dan
Praktek, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), h. 55.

%M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda
Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an, h. 385.

PMuhaimin, Studi Islam dalam Ragam Dimensi dan Pendekatan, (Cet. 5; Kencana:
Jakarta, 2017), h. 117.
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menggunakan metode tematik M. Quraish Shihab sebagaimana dalam bukunya
berjudul Kaidah Tafsir.

Adapun pendekatan adalah nuansa yang akan memberikan karakter atau
ciri khas tersendiri dalam sebuah penelitan. Menurut Abuddin Nata sebagaimana
yang dikutip Ulya berpendapat bahwa pendekatan yaitu cara pandang yang
dipakai untuk mendeskripsikan sebuah data yang diperoleh dalam penelitian.
Dalam penelitian studi al-Qur’an, pendekatan dimaknai sebagai suatu cara
pandang yang digunakan dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an atau cara
menghampiri teks-teks al-Qur’an.?® Pendekatan dalam kajian tafsir sangat
dibutuhkan untuk mencapai pengetahuan atau pemahaman yang komprehensif
mengenai agama Islam, selain itu pendekatan juga berguna untuk menjawab
berbagai problem dalam kajian tafsir al-Qur’an di era kemajuan zaman yang
penuh rintangan.?’

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio
historis dan kontekstual. Pendekatan sosio historis adalah ilmu yang membahas
tentang kejadian dengan mengamati waktu, tempat, latar belakang, pelaku dan
objek dari kejadian tersebut serta mengamati bagaimana kehidupan antar
manusia dalam menjalin interaksi.?® Pendekatan kontekstual adalah pendekatan
yang berfokus pada pemahaman ekstra-teks dan sosial, budaya, konteks sejarah,
maupun politik dalam menafsirkan al-Qur’an. Dalam pendekatan ini penafsir
mengkaji situasi dan latar belakang sejarah diturunkannya ayat-ayat al-Qur’an

serta mempertimbangkan pemahaman masa kini dan perkembangan ilmu

2Ulya, Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur’an, (Yogyakarta: Idea Press
Yogyakarta, 2017), h. 24-25.

2"M. Alfatih Suryadilaga, dkk, Metodologi Ilmu Tafir, (Cet. 3; Yogyakarta: Teras,
2010), h. 144.

BUlya, Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur’an, h. 29.
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pengetahuan terbaru dalam menemukan relevansi dan pemahaman yang
komprehensif terkait al-Qur’an.?°
3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu primer
(utama) dan sekunder (pendukung). Adapun data primer yang digunakan oleh
penulis ialah al-Qur’an, sebab penyelesaian masalah terhadap objek yang dikaji
berasal dari ayat-ayat al-Qur’an. Sedangkan data sekunder yang dibutuhkan ialah
selain daripada data primer, referensi berupa kitab tafsir, buku-buku, artikel
jurnal maupun karya tulis lainnya yang memiliki keterkaitan terhadap ojek kajian
dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulkan data pada penelitian ini dapat dilakukan
dengan cara mengumpulkan data, mengambil, menyaring, atau menghimpun data
penelitian. Dalam mengumpulkan data tidak hanya dapata dilakukan dengan satu
cara tetapi bisa lebih dari itu, karena terkadang menggunakan satu cara belum
cukup untuk mengumpulkan data secara lengkap maka dibutuhkan cara lain
untuk melengkapi data sebagai penunjang dalam penelitian atau sekunder.3°

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan politik vang dengan
memahami kandungannya sebagai data primer, menelusuri karya tulis ilmiah
seperti buku, artikel jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relefan dengan
judul sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Kemudian menelusuri

penafsiran terkait ayat-ayat yang berkenaan dengan politik uang.

M. Khai Hanif Yuli Edi Z, dkk, “Pendekatan Tekstual, Kontekstual dan Hermeneutika
dalam Penafsiran Al-Qur’an”, Dimar: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 2, 2023, h. 261.

39Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014),
h. 41
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F. Metode Analisis Data dan Penyajian Data

Metode analasis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif
kualitatif, teknik ini bertujuan agar mampu menjelaskan makna politik uvang
dalam perspektif al-Qur’an dengan menggunakan metode tafsir tematik M.
Quraish Shihab.

Adapun langkah tafsir tematiknya yaitu:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema).

2. Mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang al-Qur’an yang berkenaan
dengan tema yang dibahas.

3. Mempelajari ayat demi ayat yang membahas terkait dengan tema serta
memperhatikan asbab nuzulnya.

4. Menyusun urutan ayat yang berkaitan dengan tema tersebut berdasarkan
masa turunnya.

5. Memahami munasabah (hubungan) ayat-ayat tersebut berdasarkan masing
surahnya.

6. Merumuskan pembahasan dalam kerangka yang sistematis, ideal dan
menyeluruh.

7. Menyempurnakan penjelasan dengan hadis, riwayat sahabat, dan lainya
yang relevan dengan tema, sehingga pembahasan lebih sempurna dan
semakin jelas.

8. Menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan
mengompromikan ayat-ayat yang sifatnya ‘am (umum) dan khas
(khusus), mutlag dan muqgayyad, yang awalnya memiliki perbedaan dan
akhirnya menemukan titik temu dan melahirkan sebuah kesimpulan dalam

perspektif al-Qur’an mengenai tema yang dibahas.>!

3IM. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda
Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an, h. 389.
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G. Tuyvan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

a.

b.

Mengetahui term politik uang dalam perspektif al-Qur’an.

Mengetahui kandungan al-Qur’an tentang politik uang.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara

teoritis maupun praktis.

a.

Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah
khazanah ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ilmu al-Qur’an
dan Tafsir mengenai politik uang dalam perspektif al-Qur’an
berdasarkan tafsir tematik.

Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber
rujukan atau bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan politik uang dalam perspektif al-

Qur’an berdasarkan tafsir tematik.



BABII
TINJAUAN UMUM

A. Definisi Politik Uang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) politik uang diistilahkan
dengan kata rasywah yang artinya pemberian uang untuk menyogok (menyuap).3?
Menurut Abdullah Dahlan dan Ibrahim Z. Fahmy Badoh, politik uang adalah
praktik yang terjadi dalam proses pemilu dari adanya uang yang menjadi
pengaruh sehingga menguntungkan salah satu calon atau partai dan merugikan
calon atau partai lainnya.’® Politik uang secara umum berarti usaha yang
dilakukan agar bisa memengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dengan
suatu imbalan. Selain itu, ada juga yang mengartikan sebagai transaksi jual beli
suara dalam proses politik dan kekuasaan.3*

Menurut Syarif Hidayat, politik uang diawali dari proses nominasi calon,
pada saat kampanye, sampai pada hari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan
suara. Ada dua jenis politik uang yaitu secara langsung dengan membagikan uang
kepada pemilih dan secara tidak langsung dengan menggunakan barang yang
memiliki kegunaan dan harga yang tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu secara tidak langsung telah menyebutkan politik
uang dengan menggunakan istilah “pemberian uang dan materi lainnya” disetiap

transaksi jual beli suara dalam pemilu.33

32Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,
2008), h. 1174.

33Zainal Abidin Rahawarin Darma, Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala
Daerah, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022),h. 2-3.

3Imawan Sugiharto, Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya, (Cet. 1;
Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 17.

33Abdurrohman, “Dampak fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”,
Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 146.

17



18

Sedangkan menurut pandangan Yusril Thza Mahendra yang merupakan
salah satu pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia mendefinisikan
bahwa politik uang adalah memengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. la
mengatakan bahwa sebagaimna yang dikutip oleh Ismawan jika kasus politik
uang dapat diungkap maka pelakunya bisa dipidana dengan kasus penyuapan.
Tetapi jika penyambung merupakan figur anonim (merahasiakan diri) sehingga
kasusnya sulit diungkap, maka tindak lanjut hukumnya menjadi kabur.3¢

Politik uang merupakan salah satu permasalahan serius yang kerap kali
muncul dalam pemilihan umum, dan praktik ini telah menimbulkan kerusakan
besar pada sistem demokrasi yang seharusnya adil dan transparan. Politik uvang
ini yang akan kemudian menimbulkan masalah yang baru yaitu kasus korupsi.
Sebab, para calon yang melakukan praktik politik tentunya ingin mengembalikan
dan atau materi yang mereka gelontorkan atau pemborosan ongkos politik.
Menurut Sarah Brich, adanya korupsi di di manasebabkan oleh praktik politik
uang. Karena yang menjadi pemenang dalam pemilu yang menggunakan politik
uang merupakan orang yang salah yang tidak memikirkan kepentingan rakyat.3’

Dapat disimpulkan bahwa politik uang merupakan segala bentuk usaha
yang dilakukan oleh calon, partai politik, atau golongan tertentu dengan tujuan
memengaruhi hasil pemilihan, di mana mereka menggunakan uang, barang
ataupun jasa agar bisa memengaruhi hak pilih atau keputusan seseorang dalam
memberikan hak suaranya. Praktik ini sering kali dilakukan secara sistematis dan
terencana, dengan harapan imbalan materi atau jasa tersebut menjadikan pemilih

mendukung calon atau partai yang bersangkutan. Meskipun terlihat memiliki

3%Raharti, “Politik Uang dalam Pemilihan Peratin Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif (Studi Kasus di Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”,
Skripsi, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 20.

37 Abdurrohman, “Dampak fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan”, h. 143-
144.
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keuntungan dalam jangka pendek, pada hakikatnya praktik politik vang memiliki
dampak negatif atau kerugian yang jauh lebih besar bagi masyarakat secara
keseluruhan di masa depan.
B. Bentuk-bentuk Politik Uang

Secara umum telah diketahui bahwa politik uang itu konotasinya adalah
uang. Artinya uang dijadikan sebagai sarana pokok dalam melangsungkan praktik
politik uang. Namun ada beberapa bentuk yang termasuk dalam praktik politik
uang sebagai berikut:

1. Uang

Uang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap diri sesorang,
yang bisa mengendalikan situasi politik dan kekuasaan. Sejalan dengan itu, uang
dijadikan sebagai sarana untuk bisa memengaruhi atau mengontrol sesorang
untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Dalam
pemilihan umum, uang sangat memiliki peran penting. Adapun modus praktik
politik uang dalam bentuk uang yang lumrah kita dapati atau terjadi bahkan
sering dilakukan yaitu:
a. Sarana Kampanye

Seperti mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk meminta
dukungan serta memberikan kaos, brosur atau stiker. Pada saat berakhirnya
kegiatan tersebut masyarakat yang mendukung mendapatkan uang transport yang
nominalnya beragam. Adapun dalam pemilu, terdapat beberapa praktik tindakan
politik vang misalnya: distribusi sumbangan baik berupa uang atau barang

kepada para kader partai, golongan, penggembira, atau kelompok tertentu.®

3Muhsinin Riadi, “Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan
Strategi)”, https:/’www. kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-
pengertian.htm/?m=1,diakses Rabu, 21 Agustus 2024, Pukul 15:30 WITA).
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b. Bantuan langsung

Yaitu berupa suatu pemberian dari calon tertentu untuk kelompok atau
komunitas tertentu. Caranya, yakni mengirimkan proposal tertentu dengan
menyebutkan jenis bantuan dan jumlah besaran yang diminta, apabila proposal
tersebut diterima maka secara otomatis calon pemilih harus bersedia untuk
memberikan suaranya.’®

2. Fasilitas Umum

Politik tebar pesona dan pencitraan seringkali dilakukan oleh para calon
tidak lain untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Selain
menguntungkan masyarakat secara personal, fasilitas dan sarana umum juga
menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat. Politik pencitraan tidak hanya
dilakukan oleh para calon yang baru, tetapi juga dilakukan oleh para calon yang
berkeinginan untuk kembali maju di daerah pemilihannya. Instrument yang
dijadikan sebagai bahan untuk mendapatkan atau menarik perhatian masyarakat
dengan menyediakan pasir, semen, batu, besi, dan sebagainya. Adapun fasilitas
dan sarana umum yang dijadikan sebagai amal jariah politik yaitu pembangunan
masjid, mushalla, madrasah, jalan-jalan kecil atau gang, dan lain sebagainya.*

Sedangkan menurut Mada Sukmajati dan Edward Aspinall, beberapa
bentuk politik vang yang lumrah terjadi dalam pemilihan umum, diantaranya
yaitu:
a. Pembelian suara (Vote Buying)

Vote buying merupakan suatu pemberian imbalan materi baik dalam

bentuk uang atau barang kepada keluarga atau seorang individu yang memiliki

3Muhsinin Riadi, “Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan
Strategi)”, https.//'www. kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-
pengertian.htm/?m=1,(diakses Rabu, 21 Agustus 2024, Pukul 15:30 WITA).

*'Muhsinin Riadi, “Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan
Strategi)”, (diakses Rabu, 21 Agustus 2024, Pukul 15:40 WITA).
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hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari
sebelum pemilihan dilaksanakan. Distribusi pembayaran uang tunai atau barang
dari calon kepada pemilih secara sistematis dilakukan beberapa hari menjelang
pemilu yang dibarengi dengan harapan penuh bahwa para penerima akan
memberi balasan yang setimpal dengan memberikan suaranya kepada calon yang
memberi.*!

b. Pemberian-pemberian pribadi (/ndividual gifts)

Para calon sering kali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi
kepada pemilih untuk mendukung pembelian suara secara sistematis. Terkadang,
hal ini dilakukan ketika terjadi pertemuan antara calon dan pemilih, baik pada
saat kampanye atau pada saat berkunjung ke rumah-rumah. Pemberian yang
seperti ini sering kali dinamakan sebagai perekat hubungan sosial, sebab
terkadang pemberian tersebut didistribusikan oleh team kampanye.*?

c. Pelayanan dan aktivitas (Services and activities)

Sama halnya dengan pemberian materi atau uang tunai lainnya, calon atau
calon biasanya membiayai atau menyediakan beragam pelayanan atau aktivitas
untuk pemilih. Adapun bentuk aktivitas yang sangat umum yakni kampanye pada
acara perayaan oleh komunitas-komunitas tertentu. Contoh yang lainnya yaitu
turnamen catur atau domino, forum pengajian, penyelengraan pertandingan
olahraga, lomba masak, dan juga pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan

masih banyak hal lain yang diberikan oleh para calon kepada masyarakat.*3

“Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan
Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, (Cet. 1; Yogyakarta: Penertbit PolGov, 2015), h. 24.

#Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan
Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, h. 25.

$Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan
Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, h. 26.
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d. Barang-barang kelompok (Club goods)

Barang-barang yang dimaksudkan disini mendominasi untuk keuntungan
bagi kelompok sosial daripada keuntungan individu. Targetnya yaitu komunitas-
komunitas sosial, keagamaan, petani, kepemudaan atau kelompok wanita. Jenis
barang yang diberikan bisa berupa perlengkapan ibadah, alat musik, perlatan
pertanian, sarana olahraga, dan yang sejenisnya. Selain itu juga terdapat
inrastruktur seperti pembangunan jembatan, jalan, rumah ibadah, drainase,
sumur, penerangan jalan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, banyak calon
menganggap bahwa praktik ini merupakan bukan bagian dari politik uang karena
mereka menganggap pemberian tersebut merupakan hal yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Kemudian calon menggunakan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk
membantu memudahkan penyalurannya kepada masyarakat.**

e. Proyek-proyek gentong babi (Pork barrel project)

Banyak cara yang ditempuh oleh para calon dalam memenangkan pemilu
dengan memanfaatkan dana yang didapatkan secara privat (baik itu dari uang
pribadi calon atau bantuan dari swasta, atau dana yang didapatkan dari hasil
korupsi). Praktik semacam ini dilakukan dengan cara memberikan atau
menjanjikan program atau proyek kepada masyarakat dengan harapan
masyarakat memberikan dukungan kepada calon tersebut. Kemudian dalam
penyaluran program atau proyek diberikan atau dikelola oleh para pendukungnya
sehingga masyarakat yang menerima tidak sesuai kriteria yang selayaknya
mendapatkan program tersebut. Sehingga praktik tersebut dilakukan berdasarkan
harapan atau hubungan timbal balik diantara calon dengan masyarakat. Seperti

pengadaan beasiswa yang seharusnya dibuka untuk umum, tetapi digunakan

#“Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan
Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, h. 27.
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sebagai cara untuk memperoleh suara dan dukungan sebagai bentuk balas jasa
kepada calon.®

Dengan penjelasan di atas dapat kita menimbang serta melihat fenomena-
fenomena yang terjadi menjelang pemilu untuk mengindentifikasi bentuk-bentuk
praktik politik uang yang terjadi. Oleh karena itu dengan mengenali bentuk-
bentuk politik uang maka dapat dijadikan sebagai usaha dalam meminimalisir
terjadinya praktik politik uang.
C. Hukum Politik Uang Terhadap Sistem Ketatanegaraan

Melihat fenomena politik uang yang telah menjamur dalam kehidupan
berdemokrasi yang seolah-olah tidak akan pernah lepas dalam lingkup
masyarakat berbangsa dan bernegara. Ini tentu menjadi problem yang sangat
kompleks, di mana praktik politik uang tentunya memiliki dampak yang sangat
signifikan. Sehingga penulis menguraikan beberapa pandangan terkait praktik
politik uang terhadap sistem ketatanegaraan yaitu:

1. Majelis Ulama Indonesia

Menurut KH. Asrorun Niam Sholeh selaku Ketua MUI Bidang Fatwa
memberikan penjalasan bahwa dalam memilih pemimpin wajib dilakukan dengan
dasar melihat kemampuan dari calon pemimpin. Ia juga menjelaskan bahwa
dalam memilih pemimpin tidak diperbolehkan dengan dasar pemberian harta
maupun sogokan dan praktik tersebut dihukumi haram bagi orang yang memberi
dan yang menerimanya. Hal tersebut sebagaimana dalam fatwa MUI dalam
Forum I[jtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dilaksanakan di

Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tahun 2018:46

#Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan
Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, h. 28-31.

4 Junaidi, “MUI: Memberi dan Menerima Serangan Fajar Hukumnya Haram”, (mui.or.id,
2024), https://mui.or.id/baca/berita/prof-asrorun-jaga-kondusifitas-wujudkan-pemilu-damai-dan-
bermartabat-tolak-serangan-fajar,diakses pada hari Rabu, 7 Agustus 2024, Pukul 22.30 WITA).


https://mui.or.id/baca/berita/prof-asrorun-jaga-kondusifitas-wujudkan-pemilu-damai-dan-bermartabat-tolak-serangan-fajar
https://mui.or.id/baca/berita/prof-asrorun-jaga-kondusifitas-wujudkan-pemilu-damai-dan-bermartabat-tolak-serangan-fajar
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a. Meminta atau memberi imbalan dalam bentuk apapun terkait
pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, meskipun itu termasuk
tugas dan wewenangnya, dianggap haram karena termasuk dalam
kategori suap atau membuka jalan bagi suap.

b. Meminta imbalan dari seseorang yang akan dicalonkan sebagai
anggota legislatif, baik itu kepala daerah, kepala pemerintahan
maupun pejabat publik lainnya. Meskipun hal tersebut merupakan
tugas dan tanggung jawabnya, juga dianggap haram.

c. Memberikan imbalan kepada seseorang yang akan mencalonkan
mereka untuk menempati posisi seperti pejabat negara, kepala daerah,
kepala pemerintahan, maupun jabatan publik lainnya. Meskipun itu
merupakan tugas dan wewenangnya, maka hal tersebut juga
diharamkan.

d. Imbalan yang diberikan dalam proses pencalonan atau pemilihan
tersebut harus disita dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

Dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah dikeluarkan,
dengan tegas menegaskan bahwa suap atau praktik politik vang jelas hukumnya
haram dalam ajaran Islam, karena praktik semacam itu mengandung unsur yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam. Uang sogokan
yang diberikan dalam praktik politik uvang tersebut menjadi dasar atau motif
seseorang dalam melakukan pemilihan bukan berdasarkan pada kompetensi,
integritas, serta visi dan misi yang dimiliki oleh seorang calon pemimpin.

2. Nahdatul Ulama

Dalam menanggapi isu-isu yang terjadi dalam masyarakat, Nahdatul

Ulama (NU) mengeluarkan fatwa terkait dengan politik uang. Fatwa itu berjudul

risywah politik atau suap politik yang dikeluarkan pada saat kegiatan
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Musyawarah Nasional Alim Ulama NU dan Konferensi besar di Cirebon, Jawa
Barat pada tahun 2012. Dalam fatwa tersebut NU memperhatikan dua faktor
utama yaitu membeli suara dan sedekah. Nahdatul ulama menentukan posisi
pemberian yang dilakukan dengan melihat niat yang melatarbelakanginya, ketika
motivasi dari pemberi atau calon dibarengi dengan niat hanya untuk dipilih pada
saat pemilu maka hukumnya adalah haram. Namun, ketika pemberian dilakukan
dengan niat sedekah dan terdapat pula niat agar calon yang memberi dipilih
dalam pemilu maka hukumnya mubah dengan mendapat pahala yang tidak
sempurna.*’

Pahala yang tidak sempurna yang dimaksud yaitu pahala yang mengecil
akibat tercampurnya niat sedekah dan niat membeli suara. Sebagaimana yang
dikutip dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya lhya Ulumuddin, “banyak
perbuatan kecil menjadi besar sebab niatnya, dan banyak perbuatan yang besar
menjadi kecil sebab niatnya”. Bait ini dijelaskan oleh seorang pengasuh Pondok
Pesantren dan Pengajian Nurul Muhibbin di Kalimantan Selatan yaitu guru
Bakhiet, menurutnya sebuah amalan bisa saja terlihat besar tetapi bagi Allah
pahalanya kecil disebabkan niatnya kecil. Begitupun sebaliknya, amalan mungkin
terlihat kecil namun mendapatkan pahala yang besar karena niatnya besar.
Seperti memakai wangi-wangian adalah hal yang biasa. Akan tetapi jika
dilakukan dengan diat yang baik, seperti untuk mencontoh Nabi Muhammad
Saw, memberikan kenyaman kepada orang lain sebab bau harum, menghindari
prasangka bau tidak sedap pada diri sendiri, meningkatkan kecerdasan dan niat

baik lainnya.*?

4’Ahmad Muhajir, “Fatwa Nahdatul Ulama tentang Suap Politik”, A/-Banjari: Jurnal
Ilmiah IImu-Iimu Keislaman, Vol. 21, No. 2, 2022, h. 225-226.

48 Ahmad Muhajir, “Fatwa Nahdatul Ulama tentang Suap Politik”, h. 225-226.
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Dalam fatwa NU jelas disebutkan bahwa pemberian zakat dan sedekah
yang dilakukan dengan maksud agar yang menerima memilih calon tertentu maka
zakat dan sedekahnya tetap sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala yang
sempurna, sebabkan perbandingan dari kedua maksud tersebut. Selain itu
pemberian yang dilakukan untuk menyuap pemilih tanpa mengucapkan
maksudnya, haram menerima jika pemilih mengetahui maksud suap dari pemberi.
Namun hukumnya menjadi mubah jika yang menerima tidak mengetahuinya,
tetapi jika di kemudian hari penerima mengetahui maksud pemberian tersebut
adalah untuk suap maka wajib bagi penerima untuk mengembalikannya.*

3. Muhammadiyah

Salah satu organisasi besar Islam yaitu Muhammadiyah juga memberikan
respon tentang politik uvang. Menurut Muhammadiyah praktik politik uang
termasuk dalam istilah Risywah, yang umumnya dikenal dengan sogokan atau
suap. Sederhananya, politik uvang dilakukan dengan mendistribusi uang atau
barang dari calon kepada pemilih agar bisa memengaruhi pilhan mereka dengan
bebrbagai cara seperti bagi sembako, menjanjikan fasilitas atau sarana dan
lainnya. Maka dengan ini, status politik uang hukumnya adalah haram. Berbagai
bentuk yang dilakukan untuk melegalkan politik uang, seperti memberikan
sesuatu dengan menggunakan istilah hibah atau sumbangan juga tetap
dikategorikan sebagai sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar sebab

dapat merusak tatanan moral masyarakat.>°

YPBNU, Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Kombes NU: 14-17 September 2012,
(Jakarta: LTN PBNU, 2012), h.70.

Tlham, “Politik Uang Hukumnya Haram, Bagaimna Dengan Biaya Politik Untuk
Kampanye?”,  https./muhammadiyah.or.id/2024/10/politik-uang-hukumnya-haram-bagaimana-
dengan-biaya-politik-untuk-kampanye/, (diakses pada hari Sabtu 7 Desember 2024, Pukul 10:05
WITA).
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Muhammadiyah mendapati argumen yang beredar di kalangan masyarakat
yang mengatakan bahwa “politik uang yang dilakukan dengan tujuan untuk
memenangkan yang calon yang dilihat mampu membawa kebaikan dan
kesejahteraan pada masyarakat boleh dilakukan untuk mencegah calon yang
tidak berkompeten”. Dimana Muhammadiyah melihat ini sebagai suatu argumen
yang rentan disalahgunakan, dengan pertimbangan tidak adanya jaminan seorang
calon dianggap baik dan selalu benar dalam menjalankan kepemimpinannya.
Sehingga Muhammadiyah menetapkan secara mutlak tentang keharaman politik
uang.

Selain itu, perlu dibedakan antara antara politik uang dengan biaya
kampanye politik. Biaya kampanye seperti penyediaan alat peraga, baliho, atau
baju kaos tidak dikategorikan sebagai praktik politik uang sepanjang tidak
melanggar aturan. Biaya yang dikeluarkan menjadi bagian dari siklus demokrasi
dengan tidak menyalahgunakan uang atau barang untuk membeli suara rakyat.
Masyarakat boleh saja memberikan bantuan kepada calon yang dipilih tanpa
adanya ikatan penjanjian untuk imbalan kepada masyarakat yang memberi.>!

4. Masyarakat

Politik uang tentunya juga memiliki dampak terhadap masyarakat.
Masyarakat yang sudah terbiasa menerima uang dari para calon atau partai akan
menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak apa-apa
dalam pemilu, karena beranggapan praktik ini tidak akan pernah ada habisnya.
Selain itu, dampak yang terjadi terhadap masyarakat bukan hanya cara pandang
mereka tentang politik uang terapi juga berdampak pada kondisi perekonomian

masyarakat. Di mana tingkat ekonomi masyarakat yang masih pada tingkatan

Slham, “Bolehkah Menggunakan Politik Uang untuk Mengusung Calon Pemimpin yang
Baik?”, https://muhammadiyah. or.id/2024/10/bolehkah-menggunakan-politik-uang-untuk-
mengusung-calon-pemimpin-yang-baik/; (diakses pada hari Sabtu 7 Desember 2024, Pukul 13:25
WITA).
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dibawah standar kesejahteraan akan semakin terpuruk ketika pemimpin atau
pejabat yang terpilih tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan
justru mengambil hak mereka.>?

Selain itu, dengan adanya praktik politik uang pada kenyataannya telah
merendahkan harga diri masyarakat, yang seolah-olah hanya dapat dibeli dengan
uang yang sejatinya tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan selama
periode berjalan. Politik uang menjadi cara untuk membodohi masyarakat dan
pada akhirnya hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik
tersebut. Merendahkan martabat telah melanggar Hak Asasi Manusia,
sebagaimna dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak
atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.” Sebab uang yang masyarakat terima dari para calon atau
partai, meyebabkan mereka harus memilih calon yang tidak sesuai dengan pilihan
hati nuraninya.>3

5. Lembaga Pemerintahan

Politik uvang juga berdampak terhadap lembaga pemerintahan. Hal ini
terjadi karena yang mengisi jabatan pemerintahan adalah calon yang lahir dari
praktik politik vang. Secara langsung berdampak pada praktik korupsi. Politik
uang menggambarkan kualitas seorang calon yang tidak bisa berbuat apa-apa jika
tidak membeli suara. Buruknya seorang pemimpin tidak dapat dipisahkan dari
rangkaian pemilihan pemimpin di partai politik.>* Bersamaan dengan itu, sulitnya

lahir pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan yang baik

>2Nisa Nabila, dkk, “Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif
Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia”, Notarius, Vol. 13, No. 1, 2020, h. 146.

>3Nisa Nabila, dkk, “Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif
Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia”, h. 148.

4 Abdurrohman, “Dampak Fenomena Politika Uang dalam Pemilu dan pemilihan”,
Awasia: Jurnal Pemilu dan Demorasi, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 155.
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sebab dikalahkan oleh calon yang tidak berkualitas yang hanya bermodalkan
uang.>?

Politik uang juga berdampak pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan
oleh pemerintah yang terpilih dari hasil suap. Ketidakadilan sosial menjadi sebab
dari politik uang karena pemilih memilih pemimpin berdasarkan materi. Pemilih
tidak mempertimbangkan dan memprioritaskan kebijakan yang mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akibatnya semakin banyak masalah
yang timbul karena pemimpin tidak mampu mengatasi masalah mendasar seperti
permasalahan ekonomi dan ketimpang sosial.

Seringkali para pemimpin menyalahgunakan kekuasaan yang mereka
miliki untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan para donatur yang telah
memberikan dukungan finansial maupun sumber daya lainnya dalam melakukan
praktik politik uvang dalam memenangkan pemilu. Sehingga mereka merasa
memiliki kewajiban untuk membayar hutang dengan cara mengeluarkan
kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka, bahkan seringkali lebih
mengutamakan para donatur daripada kepentingan masarakat luas. Akibatnya,
kebijakan publik yang diterapkan justru semakin memburuk oleh kebijakan yang
cenderung tidak adil, tidak merata, dan lebih berpihak pada kelompok tertentu.>®

Menurut Teguh Yuwono, teori Public Choise menegaskan bahwa
pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung memaksimalkan hanya
untuk kepentingan pribadinya. Mereka melakukanya dengan berbagai cara yaitu

korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan korupsi kolusi dan nepotisme

>*Imawan Sugiharto, Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya, h. 22.

S*Muhammad Fahmi, “Menyoal Politik Uang”, Attps./uinsa.ac.id/blog/menyoal-politik-
uang, (diakses pada hari Senin, 2 Desember 2024, Pukul 10:31 WITA).



https://uinsa.ac.id/blog/menyoal-politik-uang
https://uinsa.ac.id/blog/menyoal-politik-uang
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merupakan cara yang paling jitu yang dilakukan dalam mengutamakan
kepentingan pribadinya sebagai wujud dari politik uang atau kampanye hitam.>’
Demikianlah dampak dari politik uang yang sangat memprihatinkan. Di
mana demokrasi hanya dijadikan sebagai ajang untuk menduduki kursi kekuasaan
oleh orang-orang yang tidak memilik kualitas yang memadai untuk menjadi
pemimpin. Tujuan mereka hanya untuk menambah kekayaan. Sudah banyak
dampak buruk yang ditimbulkan oleh politik uang terhadap berbagai bidang.

Maka politik uang memang menjadi kejahatan serius dalam dunia politik.>?

SImawan Sugiharto, Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya, h. 21.

8Nisa Nabila, dkk, “Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif
Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia”, h. 150.



BAB III
TERM DAN AYAT-AYAT YANG RELEVAN DENGAN POLITIK UANG

A. Term Politik Uang dalam Al-Qur’an

Dalam al-Qur’an terdapat banyak term-term khusus untuk mewakili suatu
tema, namun tidak semua tema ditampilkan secara spesifik dalam al-Qur’an.
Dalam kajian tafsir tematik, tema atau istilah yang tidak terdapat dalam al-
Qur’an namun dikenal dalam lingkungan masyarakat disebut dengan istilah
tematik konseptual.’® Seperti istilah politik uang yang tidak memiliki term
tertentu dalam al-Qur’an yang secara spesifik membahas politik vang. Tetapi
terdapat term yang menurut penulis terkait dengan politik uang dengan melihat
beberapa penjelasan-penjelasan yang ada atau penafsiran ayat-ayat terkait
dengan politik uang. Adapun term yang dimaksud antara lain:

1. Tudlu

Secara bahasa, fud/u memiliki arti “mengulurkan sesuatu kepada sesuatu
untuk mengailnya”. Kata 7udlu semakna dengan kata al-dalw yang artinya
“ember’. Dalam al-Qur’an, kata a/-dal/w terdapat pada Qs. Yusuf/12: 19
mengenai satu kelompok yang singgah ditempat tersebut untuk mengulurkan
ember kedalam sumur untuk mengambil air, namun yang mereka dapatkan adalah
seorang anak yaitu Nabi Yusuf.®® Dalam kitab Mujam Mufahras bentuk kata
Tudlu disebutkan sekali dalam al-Qur’an yang terdapat dalam Qs. al-Baqarah/2:
188:6!1

SFatimatuz Zahro, “Ghosting dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)”, Skripsi,
(Semarang: UIN Walisongo, 2022), h. 41.

®Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I, (Jakarta: Penerbit Lentera
Abadi, 2010), h. 280.

®"Muhammad Said Al-Luham, A/-Mu‘am Al-Mufahras Al-Afazi, (Cet. 10; Beirut: Darul
Ma‘rifah, 2015), h. 345.
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Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan
jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”®2(QS. al-Baqarah/2: 188)

Battuanna:

“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang
laengna cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang
(massogo’) lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau
laeng (mappogau’ dosa), anna i’o mie’ ma’issang. %

Dalam ayat tersebut Allah secara tegas melarang orang yang beriman
untuk mendapatkan harta dengan jalan yang salah, sebagaimana yang
dicontohkan dalam ayat tersebut yaitu melakukan sogokan atau suap kepada
hakim yang mengadili suatu perkara agar hakim tersebut membuat keputusan
yang memenangkan orang yang memberinya suap, sehingga milik orang lain
menjadi milik pemberi suap. Kata fud/u menggambarkan kemerosotan martabat
seorang hakim yang bisa disuap dengan materi, seolah sedang berada dalam
sumur yang menunggu uluran dari atas.®*

Dengan demikian, dalam ayat ini fud/u dapat diartikan sebagai memakan
harta orang lain yang tidak dibenarkan dengan cara menyuap hakim untuk
mendapatkan suatu tujuan. Lebih luas lagi, menurut penulis fud/u merupakan
perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk
mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sehingga keuntungan besar didapatkan

oleh orang yang memberi.

2K ementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 38.

®Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar
dan Indonesia, h. 46.

®Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I, (Jakarta: Penerbit Lentera
Abadi, 2010), h. 280.
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2. Amwal Al-Batil

Amwal al-Batil terdiri dari dua kata yaitu amwal (jb»\) yang merupakan
jamak dari kata malun (j\.») yang berarti harta, dan kata a/-Batil (L)) yang
berasal dari kata batala (Jb) yang berarti batal, cacat, sia-sia. Sedangkan a/-batil
memiliki makna sesuatu yang salah, yang batil, yang palsu, yang sia-sia, yang
tidak berharga dan yang syaitan.®> Dalam kitab Mu’jam Mufahras kata al-batil
disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak dua puluh empat kali.®®

Menurut al-Raghib al-Ashfahani, kata a/-malu diartikan sebagai harta, a/-
malu juga disebut sebagai al-mailu (') yang artinya condong yaitu berpaling
dari keadilan, dimana ia cenderung kepada salah satu diantara dua hal. Kata
tersebut biasanya digunakan dalam kesewenang-wenangan.’” Sedangkan kata
batala atau al-batil merupakan lawan dari kata a/-haq atau kebenaran yaitu tidak
adanya ketetapan dalam menentukan. Kata a/-batil juga digunakan dalam
perkataan maupun perbuatan.®®

Dengan penjelasan demikian, dapat diketahui bahwa amwal al-batil
berarti harta yang batil atau harta yang sia-sia. Dalam al-Qur’an terdapat ayat
yang membahas mengenai harta yang batil. Seperti dalam Qs. al-Nisa’/4: 29:
B V.28 i 02 Bl 0355 31 S ol K ot gl sl sl it

s 35 & uurimm

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

% Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap, h. 92.
%Muhammad Sa’id Al-Luham, A/-Mu‘jam Al-Mutahras Al-Afazi, h. 283.

67al-Raghib al-Ashfahani, A/-Mufiadat fi Garib al-Qur’an / Kamus al-Qur’an, Jilid 111,
Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Cet. 1; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 551-552.

%8al-Raghib al-Ashfahani, A/-Mufiadat £i Garib al-Qur’an / Kamus al-Qur’an, Jilid 1,
Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Cet. 1; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 202-203.
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membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”%°(QS. al-Nisa’/4: 29)

Battuanna:

“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’
(tangalalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para
melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna
Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’.””?

Dalam ayat ini melarang untuk tidak mencari atau mengambil harta orang
lain dengan cara yang batil atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Terdapat
pula larangan menyuap hakim untuk. Mengambil harta orang lain dengan cara
yang batil seperti dengan mencuri, korupsi suap-menyuap dan sebagainya yang
dapat merugikan orang lain.

Sejalan dengan ayat tersebut, praktik politik vang termasuk dalam
kategori amwal al-batil karena praktik politik vang dilakukan untuk bisa
menambah kekayaan dengan cara melakukan korupsi selama masa jabatan.
Dengan menggunakan uang, memudahkan calon untuk bisa menempati kursi
jabatan yang dinginkan. Hal inilah yang menjadikan politik uang termasuk dalam
kategori amwal al-batil.

3. Al-Suhtu
Kata al-sufitu terdapat dalam al-Qur’an yang disebutkan sebanyak empat
kali, yaitu di QS. Al-Ma’idah/5: 42, 62, dan 63 dengan bentuk ism mashdar (kata
kerja yang dibendakan) yaitu <2J) dan satu kali terdapat dalam QS.
Taha/20:61 dengan bentuk fi’il mudari’.”! A/-Suhtu diambil dari kata sahata,
yang artinya menghacurkan, menguliti yaitu “menghancurkan atau menguliti

agama atau harga diri orang yang melakukannya, sehingga orang itu menjadi

8Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 112.

""Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar
dan Indonesia, h. 133.

7IM. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Enskilopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata Jilid 3
(Q-2), (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 922.
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hina dalam pandangan manusia”. A/-Suhtu merupakan istilah lain dari risywah
(sogokan) atau segala harta yang didapatkan dengan cara yang diharamkan
seperti harta anak yatim dan riba.”

Dalam kamus al-Munawwir, al-suhtu berarti memperoleh harta haram.”
Menurut al-Raghib al-Ashfahani, a/-suhtu artinya kulit yang tercabut. Kata a/-
suhtu lahir dari kata tsb s yang artinya larangan yang bisa menyebabkan
pelakunya tercela. Selayaknya telah mencoreng harga diri dan agamanya.’*
Seperti dalam Qs. Taha/20: 61:

“...Dia membinasakan kamu dengan azab...””>(QS. Taha/20: 61)

Dari ayat inilah kata dimaknai sebagai sesuatu yang bisa menyebabkan
pelakunya tercela karena telah melanggar larang Allah Swt. Istilah a/-suhtu ini
disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak tiga kali yang terdapat pada Qs. al-
Ma’idah/5: 42, 62 dan 63.7°

Allah Swt berfirman dalam Qs. al-Ma’idah/5: 42:

1% °. o o4 0 °. o o1 o o e < AoaT. S % & fﬂ.b L0 . i
6 2gie 0p a8 s adie o 3 2iiy 2K Spls D6 Sl 58T A& Spie

° b & ° ) - P
° & 2 - & o o A70. o o (Y -~ o PN % 7, JAodt &
< }\@w\ung@&ug&uwwsjﬁ@

Terjemahnya:

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong
lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang
kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di
antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling,

"2Kementrian Agama R, A/-Qur’an dan TafSirnya Jilid II, (Jakarta: Penerbit Lentera
Abadi, 2010), h. 400.

3 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi 2,
(Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 614.

74al-Raghib al-Ashfahani, A/-Mufiadat i Garib al-Qur’an / Kamus al-Qur’an, Jilid II,
Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Cet. 1; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 199.

>Kementrian Agama R1, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 446.

"Muhammad Said Al-Luham, A/-Mu‘am Al-Mufahras Al-Afazi, (Cet. 10; Beirut: Darul
Ma‘rifah, 2015), h. 594.
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mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika
engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.””’(QS. al-
Ma’idah/5: 42)

Battuanna:

“Ise’iya naelo’i sanna’i mairrangngi karewa losong, mae’diangi maande
anu harang, mua’ ise’iya (Yahudi) mappoleio (na mattarima putusan), jari
putusan (parakara di’o) iyade’ mupeppondo’i ise’iya, mua’ diango’o
mappeppondo’i ise’iya, jari andiangi ise’iya na mambengano’o adaeang
mau nasaicco ’'na. Anna mua’ diang putusan parakara putussimi mie’ di’o
paraka’r’a—o iva adil. Sitongangna Puang Allah Taala ma’elo’i to maroro
(adil).

Maksud dari ayat ini menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan yang
bisa melanggar aturan agama mereka. Menurut al-Raghib al-Ashfahani, kata a/-
suhtujuga diartikan sebagai menyogok (menyuap).’®

M. Quraish Shihab mengutip dari kitab A/-Tatawwurud Dalali baina
Lugatisy Syi’ri wa Lugatil Qur’an yang ditulis oleh Audah Khalil Abu Audah,
menjelaskan bahwa kata a/-sufitu merupakan istilah yang dipakai untuk sesuatu
yang haram untuk memperolehnya, seperti perilaku suap, riba dan semua usaha
yang tidak halal. Menurut Al-Jubbai mengartikan kata a/-sufitu sebagai sesuatu
yang tidak ada keberkahan untuk pemiliknya. Sedangkan menurut Al-Zajjaj
mengartikannya dengan segala sesuatu yang haram.”

Sebagaimana penjelasan di atas mengenai makanan yang haram akan

berdampak pada pelakunya akan tercela, Nabi Muhammad Saw bersabda:

-

o JHI 300 ca2 e o8 2T
Artinya:

“Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka
lebih layak baginya.”8°

"7Kementrian Agama R1, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 154.
8al-Raghib al-Ashfahani, Al-Mufiadat i Gharib al-Qur’an / Kamus al-Qur’an, h. 200.

7M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Enskilopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata Jilid 3
(Q-2),h. 922,

80al-Raghib al-Ashfahani, Al-Mufradat i Gharib al-Qur’an / Kamus al-Qur’an, h. 200.
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Kata al-suhtu juga terdapat pada ayat yang lain, seperti dalam Qs. al-
Ma’idah/5: 62 dan 63.

Olans 7 i) St 8T oigilis Y1 b 3E e 24 ST g

Terjemahnya:

“Kamu akan melihat banyak di antara mereka (Ahlulkitab) berlomba-
lomba dalam perbuatan dosa, permusuhan, dan memakan (makanan) yang

haram. Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka
kerjakan.®'(QS. al-Ma’idah/5: 62)

Battuanna:

“Anna na ma’itao la’bi mae’di di sesena ise’iya (to Yahudi me’asiga)

mappogau’ dosa, anna assiallang, anna maande anu harang, tongang adae’
. . . . 2

sanna’i anu iya napogau’ ise’iya. >

“”“v&fu&u(ﬁ;m ‘NK”N‘HJ”V 515 O3 JS\“‘” N
Terjemahnya:

“Mengapa para ulama dan pendeta tidak melarang mereka mengucapkan
perkataan bohong dan memakan (makanan) yang haram? Sungguh, itulah
seburuk- buruk apa yang selalu mereka perbuat.”®3(QS. al-Ma’idah/5: 63)

Battuanna:

“Mangapa na andiangi para panrita (to diang pa’issanganna) anna para

pendeta mappusara mappau alosongan anna maande anu harang?

Sitongangna adae’ sanna’i iya anu pura napogau’ ise iya. %

Dalam kitab Lisan al-‘Arab, kata al-suhtu berarti segala sesuatu yang
diharamkan, jelek dan rusak dalam hal pernghasilan, yang memalukan untuk
disebut seperti harga anjing, babi dan arak. Adapun jamak dari kata > yaitu
Sl Al-sufitu  diharamkan sebab keharamannya itulah yang akan
menghilangkan keberkahan dalam dagangannya atas kejahatan dan perbuatan

terlarang. Harta yang didapatkan dari hasil suap dari rakyat maka hartanya

adalah sesuatu yang sia-sia dan akan mendapatkan hukuman dari Allah

81Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 159.

$2Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar
dan Indonesia, h. 191.

83Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 159.

$4Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar
dan Indonesia, h. 192.
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sebagaimana firmannya dalam Qs. Taha/20: 61 yang artinya “..janganlah kamu
mengadakan kebohongan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan
siksa... ¥

Dari uraian tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa politik uang
dikategorikan sebagai a/-suhtu. Makna yang dikandung oleh kata a/-suhtu adalah
harta yang haram untuk diperoleh sebab menghilangkan keberkahan dan
membinasakan pelakunya. Demikian pula dengan politik vang yang digunakan
untuk mendapatkan keuntungan dikemudian hari dengan cara korupsi dari
anggaran yang seharusnya diberikan kepada masyarakat akan tetapi digunakan
untuk kepentingan pribadi oleh para pelaku praktik politik uang.

Terdapat istilah lain yang sejalan dengan praktik politik uvang yang
terdapat dalam penjelasan para ulama dan juga riwayat-riwayat Nabi Muhammad
Saw. Adapun istilah tersebut yaitu risywah, yang dalam Bahasa Indonesia
dikenal dengan istilah rasywah yang artinya suap.8¢

Risywah atau suap adalah sesuatu baik berupa uang barang dan sejenisnya
yang diberikan kepada seseorang dengan maksud agar mendapatkan sesuatu yang
diinginkan dengan cara yang batil. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu
pemberian kepada orang yang memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan
dalam hal memenangkan yang batil sebagai imbalan dari kepada orang yang
memberi suap.’’” Dalam kacamata Islam, risywah hukumnya adalah haram
sebagaimana dalam dalil-dalil telah disebutkan seperti sabda Nabi Muhammad

Saw.

85Abi Al-Fadl Jamal Al-Din Muhammad bin Makram bin Manzur Al-Ansari, Lisan al-
‘Arabi, (Kuwait: Dar Al-Nawder, 2010), h. 347.

8Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,
2008), h. 1174.

8Amarullah Malik, “(Risywah in Qur’an and Hadist Perspectif and the Colaboration
with Agresi Teory)”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 150.
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Lt oods ol ag ol eially o Wlos e A I ol
Artinya:

“Dari Abi bakr yaiu ibni ‘Ayyasy, dari Laits, dari Abi al-Khattab, dari
Abi Zur’ah, dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa
Sallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang
menjadi perantara keduanya.”

Dalam hadis tersebut sangat jelas disebutkan bahwa Rasulullah Saw
melaknat orang yang melakukan suap, yang menerima suap, dan yang menjadi
perantara dari keduanya. Dengan demikian dalam konteks politik uang yang
dimaksud dalam hadis tersebut adalah calon yang melakukan suap, tim sukses
yang menyalurkan uang suap dan masyarakat yang menerima uang suap.

B. Klasifikasi Ayat-ayat Politik Uang

Hasil dari pencarian penulis terkait dengan politik uang, penulis
menemukan beberapa ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian penulis
mengklasifikasikan politik uang menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Politik uang

Dari penjelasan term pada bagian sebelumnya penulis menemukan ayat
yang berkaitan dengan politik uvang, yaitu QS. al-Baqarah/2:188 untuk
mengungkap definisi dari politik uang.

50 Ay 0 st s G sl A& 3T i ey K 2K 8 s
Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan
jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”®9(QS. al-Baqarah/2:188)

8Royan Alawi Sufyan, Dodo Widarda, “The Practice of Money Politics Ahead of
Elections in Hadith Review”, Gunung Djati Conference Series, Vol. 2, 2021, h. 817. Hadis 315

$Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 38.
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Battuanna:

“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang
laengna cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang
(massogo’) lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau
laeng (mappogau’ dosa), anna i’o mie’ ma’issang. ™

Ayat ini merupakan ayat yang dikategorikan sebagai ayat madaniyah
yang dapat dilihat dari cirinya, yaitu membahas mengenai hukum, muamalah
atau soal-soal kemasyarakatan serta ditujukan kepada orang-orang yang beriman.
Dalam buku Ulumul Qur’an yang ditulis oleh Muhammad Amin Suma
menerangkan bahwa ayat tersebut termasuk ayat madaniyah. Dalam bukunya
juga menyebutkan surah al-Baqarah merupakan surah ke-87 yang diturunkan
setelah surah al-Mutaffifin.’!

Dalam ayat ini menerangkan larangan untuk mengambil harta orang lain
dengan cara memberikan harta atau suap kepada hakim dengan tujuan agar
pemberi suap mendapatkan keuntungan dari keputusan sang hakim. Keuntungan
yang didapatkan oleh pemberi suap setelah hakim memenangkan perkaranya
adalah menikmati harta orang lain. Maka hal tersebut sejalan dengan praktik
politik vang yang dilakukan dengan memberikan uang, barang atau sesuatu yang
bernilai kepada masyarakat agar masyarakat tersebut memberikan hak suaranya
kepada orang yang memberinya. Sehingga penulis melihat ayat ini merupakan hal
yang relevan dengan politik uang dengan melihat pola dari perilaku suap
terhadap hakim.

Sebagaimana dalam tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menyebutkan
hal demikian seperti seseorang yang menimba atau mengulurkan timbanya ke

dalam sumur untuk mendapatkan air, yang ember tersebut tidak dilihat oleh

%*Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar
dan Indonesia, h. 46.

*"Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur’an, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 77.
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orang lain. Maknanya memberikan suap kepada orang lain secara tersembunyi
dan tidak diketahui oleh orang lain. Sehingga ia mendapatkan apa yang
diinginkannya dengan cara yang tidak benarkan.®> Dari ayat ini dapat
memberikan pemahaman bahwa politik uang disebut dalam al-Qur’an dengan
menggunakan istilah fud/u yaitu perbuatan menyuap seseorang sehingga
mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, yang dengan perbuatan suap ini
juga menimbulkan kerugian besar bagi pihak lain.

Oleh karena itu ayat ini dapat dikategorikan sebagai ayat yang
memberikan penjelasan mendasar mengenai definisi politik uvang dalam
perspektif al-Qur’an. Hal tersebut didasarkan pada kata fud/uyang menjadi dasar
pokok pemaknaan politik uang dalam al-Qur’an.

2. Hukum Politik Uang

Secara bahasa kata hukum berasal dari bahasa arab yaitu [FR RSy
Dari kata & terbentuk kata 4l yang artinya kebijaksanaan. Hal tersebut
dimaknai bahwa orang yang mengerti hukum kemudian mengaplikasikannya
dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Kata
tersebut juga bisa berarti kendali atau kekangan kuda, bermakna bahwa pada
hakikatnya keberadaan hukum bertujuan untuk mengendalikan atau mengekang
seseorang dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Menurut Muhammad Daud Ali
yang dikutip oleh Rohidin dalam bukunya Pengantar Hukum Islam mengatakan
bahwa kata hukum bermakna kaidah, norma, ukuran, pedoman, tolak ukur yang
digunakan untuk melihat dan menilai tingkah laku perbuatan manusia dengan

lingkungan yang ada disekitarnya.”?

22M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 1,
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 414.

9Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), h. 2.
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Dalam Islam, sumber hukum terbagi atas dua yaitu primer dan sekuder.
Adpun primer yaitu al-Qur’an dan Hadis, sedangkan sekunder yaitu ijma’ ulama
(ketetapan ulama) dan giyas (analogi).”* Terkait dengan hukum politik uang,
penulis menemukan ayat yang relevan membahas hukum dari politik uang yaitu
Qs. al-Baqgarah/2:188 sebagai berikut:

B Vs K i 15 Blss 05K 01 el oS K0t gl Y g s it
g 3K Sl KLEw
Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”>(QS. al-Nisa’/4:29)

Battuanna:

“E, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’
(tangalalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para
melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna
Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’.””

Muhammad Amin Suma dalam bukunya memaparkan bahwa ayat ini
termasuk dalam kategori ayat madaniyah berdasarkan ciri khas surah atau ayat-
ayat madaniyah. Dalam bukunya juga menerangkan bahwa surah al-Nisa’
merupakan surah yang ke-92 diturunkan.®’

Dalam ayat ini mencakup secara umum terkait mendapatkan harta secara
batil, sebagaimana menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah
menyebutkan bahwa harta yang batil itu harta yang diperoleh dari transaksi yang

tidak memberikan kebaikan bagi masyarakat, justru memberikan dampak buruk,

%*Wahyudin Darmalaksana, Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis, (Cet. 1; Bandung:
Sentra Publikasi Indonesia, 2022), h. 10-15.

9Kementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 112.

%Muh. Idham Khalid Bodi, Koro’ang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa
Mandar dan Indonesia, h. 133.

9"Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur’an, h. 77.
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seperti melakukan judi, riba jual beli yang terdapat unsur penipuan dan kerugian
didalamnya.®®

Politik uang dihukumi sebagai perbuatan yang haram sebab dalam
praktiknya merupakan suatu perkara yang batil. Perbuatan suap merupakan
transaksi yang terlarang sebab harta yang digunakannya untuk mendapatkan
sesuatu dengan dengan cara yang batil atau melanggar syariat. Sebagaimana
dalam sabda Nabi Muhammad Saw. menyebutkan tentang orang yang melakukan
suap:

23 a5 Ass s Aisa e Bis
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Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata: telah

menceritakan kepada kami Waki' berkata: telah menceritakan kepada

kami Ibnu Abu Dzjb dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari

Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata: Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat penyuap dan penerima

suap." (HR. Tirmidzi)*

Dengan penjelasan demikian maka jelas bahwa perbuatan atau tindakan
suap dalam praktik politik uang merupakan perbuatan yang terlarang atau haram
sebagaimana dengan penegasan Nabi yang melaknat para pelaku suap, yaitu yang
melakukan suap, dan orang yang menerima suap. Sehingga bagaimanapun bentuk

atau cara yang dilakukan dalam melancarkan tindakan praktik politik uang,

semuanya itu dilarang keras oleh al-Qur’an.

%M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 11,
(Cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 413

%Imam al-Hafiz Muhammad bin ‘Isa bin Sarwa al-Tirmizi, Sunan Tirmizi, (Riyadh: Al-
Ma’arif, t.th), h. 315
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3. Cara Menanggulangi Politik Uang
Dalam setiap problem yang ada di kehidupan bermasyarakat tentunya
dibutuhkan yang namanya solusi untuk menyelesaikan masalah. Terkait dengan
politik uang, penulis menemukan ayat yang menawarkan cara menanggulangi atau
meminimalisir terjadinya praktik politik uang, sebagaimana dalam Qs. al-

Ma’idah/5:42 sebagai berikut:

:']I-; aﬂ?/: :)b‘);f 5&;)?/: &b}/\ 3/‘ oﬂfa/ aSoL; 55}1;_ :)L; é.. o & S:)}\? U'S/GS Z)o)i/
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Terjemahnya:

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong
lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang
kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di
antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling,
mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika
engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”'%(QS. al-
Ma’idah/5:42)

Battuanna:

“Ise’iya naelo’i sanna’i mairrangngi karewa losong, mae’diangi maande
anu harang, mua’ ise’iya (Yahudi) mappoleio (na mattarima putusan ), jari
putusan @arakam di’o) Jyade mupeppondo i ise’iya, mua’ diango’o
mappeppondo 1 ise’iya, jari andIangz ise’iya na mambengano’o adaeang
mau nasaicco’na. Anna mua’ diang putusan parakara putussimi mie’ di’o
parakar%-o iva adil. Sitongangna Puang Allah Taala ma’elo’i to maroro
(adil). 0!

Ayat ini dikategorikan sebagai ayat madaniyah karena diturunkan setelah
Nabi melakukan hijrah ke madinah. Buku Ulumul Qur’an karya Muhammad
Amin Suma disebutkan surah al-Ma’idah merupakan surah ke 112 yang
diturunkan setelah surah al-Fath.!”> Dalam ayat ini menyinggung tentang sikap

dari orang-orang Yahudi suka mendengar berita bohong dan mereka juga banyak

100K ementrian Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 154.

10IMuh. Idham Khalid Bodi, Koro’ang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa
Mandar dan Indonesia, h. 186.

12Muyhammad Amin Suma, Ulumul Qur’an, h. 77.
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memakan harta yang haram. Sehingga penulis menilai ayat ini relevan dengan
pembahasan terkait dengan politik uang, berdasarkan term yang disebutkan
dalam ayat ini yaitu al-suhitu yang menurut penulis term ini mencakup segala
perbuatan buruk dalam memperoleh harta yang haram.

Ayat ini juga menawarkan solusi dalam menyelesaikan praktik politik
uang, sebagaimana disebutkan dalam redaksi ayat ““jika mereka datang kepadamu
(Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka
atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan
membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara
mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang adil.” Yang memberikan kesan bahwa kita boleh meninggalkan perkara
tersebut sebab tidak ada bahaya yang akan menimpa ketika ditinggalkan dan
ketika diteruskan untuk memberikan keputusan dalam perkara tersebut, maka

harus berlaku adil.



BABIV
POLITIK UANG DALAM AL-QUR’AN

A. Politik Uang Dalam Perspektif Al-Qur’an
Untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai politik vang dalam pandangan
al-Qur’an penulis menguraikan lebih rinci lagi terkait dengan ayat-ayat yang
berkenaan dengan politik uang sebagai berikut:
1. Definisi Politik Uang
A SV A g 23 s 8l &2 T Loy 28 18T RN
e S3alas

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan
jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”'%3(QS. al-Baqarah/2:188)

Battuanna:

“Anna da mie’ paande barangmu anna (da to’o mie’) paande barang
laengna cara iya andiang macoa, anna da (to’o mie’) mambawa barang
(massogo’) lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau
laeng (mappogau’ dosa), anna i’o mie’ ma’issang. %

a. Asbab al-Nuzul

Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa’id bin Jubair berkata, bahwasanya
Imraul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa’ al-Hadhrami bertikai akan sebuah
tanah, dan Imraul Qais menginginkan Abdan bin Asywa’ untuk melakukan
sumpah, sehingga peristiwa tersebut menyebabkan turunnya ayat “janganlah
sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan

yang batil.”’105

103K ementrian Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 38.

104Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar
dan Indonesia, h. 46.

105Imam Al-Suyuthi, Asbabun Nuzul, Terj: Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid,
(Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 51.
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Ayat ini turun sebagai bentuk teguran keras terhadap orang-orang yang
mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah atau curang, seperti
melakukan sumpah palsu atau cara yang dapat merugikan pihak lain secara adil.
Dengan demikian ayat ini mengingatkan umat Islam agar menjaga keadilan dan
kejujuran dalam perkara harta, serta meninggalkan segala bentuk perilaku atau
tindakan yang bisa merugikan orang lain demi keuntungan pribadi.

b. Munasabah Ayat

Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya yaitu QS. al-
Baqgarah/2:187 tentang orang yang beribadah kepada Allah Swt dengan berpuasa,
menahan untuk tidak makan minum dan jimak pada siang hari, kemudian ia
menahan dirinya untuk tidak melakukan yang dilarang selama berpuasa.
Sehingga seharusnya makanan dan minuman yang diperolehnya itu halal baik
dari segi zat maupun cara mendapatkannya yang dengannya bisa mempertajam
basirah, menerangi hati, dan meningkatkan semangatnya dalam beribadah. Sebab
itulah dilarang untuk memakan barang yang haram yang bisa menyebabkan
puasanya tidak diterima.!%

c. Penafsiran

Dalam tafsir al-Qurthubi, pesan yang disampaikan dalam ayat gjfb 'gj
JELJ\J (.iw (’}g‘)‘“\ (Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan
yang batil) mencakup semua umat Nabi Muhammad Saw menurut al-Qurthubi
yang termasuk dalam ayat ini yaitu penipuan, perampasan, perjudian,
pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, atau sesuatu yang

dilarang oleh syariat meskipun disukai oleh pemiliknya, seperti uang hasil

106Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj, Jilid 1, Terj. Abdul
Hayyie al Kattani, dkk, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 407-408.
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pelacuran, maskawin perdukunan, hasil penjualan babi, minuman keras dan
lainnya.'?’

Menurut satu pendapat C&;‘j\ él 1@) ‘;-’j} dimaknai dengan janganlah
kalian gunakan harta kalian untuk para penguasa dan menyogok mereka, agar
mereka memberikan keputusan untuk kalian yang menjadikan harta tersebut jadi
bertambah banyak. Hal tersebut sependapat dengan Ibnu Athiyah sebagaimana
yang dikutip oleh Al-Qurthubi yang mengatakan bahwa para penguasa itu di
anggap banyak menerima suap, kecuali mereka yang dilindungi Allah, namun
jumlah mereka sangat sedikit.

Disisi lain, menurut Al-Qurthubi kata tud/u berasal dari kata irsal ad-
dalwi artinya mengulurkan ember, sedangkan kata risywah (suap) berasal dari
kata ar-rasyayang artinya seolah dia mengulurkan ember untuk memenuhi
keinginannya. Selain itu ditegaskan dalam tafsirnya bahwa “para penguasa di
zaman sekarang menetapkan suap, bukan menerima suap. Tidak ada daya dan
kekuatan kecuali karena Allah.” Ayat ini memberikan penjelasan tentang
larangan untuk memakan atau menikmati harta dengan jalan yang batil dengan
mengajukan perkara tersebut kepada penguasa dengan cara-cara yang batil. 198

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah bahwa ayat ini
menjelaskan tentang persoalan sogok menyogok atau suap yang diibaratkan
seperti orang yang menurunkan timba kedalam sumur untuk mendapatkan air.
Timba yang diturunkan tidak terlihat oleh orang lain. Maknanya adalah

seseorang memberikan uang suap kepada orang yang memiliki wewenang

197 Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, Tafsir
Al Qurthubi, Jilid 11, Terj. Mahmud Hamid Usman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 766.

198 Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, Tafsir
Al Qurthubi, Jilid 11, h. 770-772.
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memutuskan sesuatu secara sembunyi untuk mendapatkan sesuatu yang
diinginkannya dengan cara yang tidak sah.!%

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir terkait memakan
harta dengan jalan yang batil itu meliputi semua yang diperoleh dengan cara
yang diharamkan seperti judi dan riba sebab diambil tanpa imbalan, melakukan
suap dalam pengadilan dengan cara yang batil sebab mendukung kedzaliman,
memberikan sedekah kepada orang yang mampu bekerja untuk mendapatkan
rezeki dan sedekah tersebut tidak halal bagi yang menerimanya ketika
keadaannya tidak dalam kondisi darurat untuk mendapatkannya, dan mengambil
harta orang lain dengan cara mencuri atau merampas serta memakan harta milik
anak yatim.

Wahbah al-Zuhaili mengartikan C&;‘j\ ujl .L@.» \szv\jj yaitu janganlah kalian
menyuap hakim atau penguasa dengan harta demi mengambil harta manusia lain
dengan perbuatan dosa, seperti dengan sumpah dusta, bersaksi palsu dan
sejenisnya yang termasuk cara mendapatkan sesuatu yang diharamkan.
Menurutnya ayat tersebut mencakup dua bentuk yaitu: Pertama, memberikan
harta kepada hakim sebagai sogokan agar hakim tersebut sehingga
memberikankeputusan batil yang hanya menguntungkan si pemberi sehingga
mereka mendapatkan hak orang lain. Kedua, mengajukan perkara kepengadilan
dengan cara yang batil, dengan memberikan saksi palsu, memalsukan fakta, dan
melakukan sumpah dusta.!'!?

Disisi lain juga dikuatkan dengan pendapat al-Syaukani dalam Fathu al-
Qadir menjelaskan kata \;JS s “dan janganlah kamu membawa urusan” berada

pada posisi jazm (sukun) yang menunjukan sebagai ‘athaf terhadap kalimat

109M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 1,
h. 414.

119Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj, Jilid 1, h. 408,
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Si}fb “memakan’, yang artinya kata fudlu merupakan perbuatan yang dilarang.
Hal ini menunjukan larangan untuk tidak memakan harta secara batil dengan
menyuap hakim dengan alasan yang batil. Ayat ini juga menegaskan bahwa
ketetapan atau keputusan hakim tidak bisa mengubah sesuatu yang haram
menjadi halal dan tidak pula bisa mengubah yang halal menjadi haram.!!!

Dalam tafsir Hidayatul Insan, Abu Yahya Marwan bin Musa menjelaskan
bahwa sepatutnya seorang Muslim menjaga harta orang lain sebagaimana
menjaga hartanya sendiri. Memakan harta milik orang lain memungkinkan orang
lain akan memakan harta kita ketika mampu. Harta yang diperoleh dengan cara
yang batil merupakan muamalah yang haram seperti riba, berdusta, mencuri, judi,
suap (risywah) dan segala bentuk yang serupa dengannya.

Selain itu Abu Yahya juga menjelaskan bahwa perkara yang hakikatnya
perbuatan baik tetapi menjadi sesuatu yang batil karena menerima sedekah,
bantuan, zakat maupun wakaf sementara yang menerima tidak masuk dalam
kategori berhak menerima dan melebihi haknya. Sekalipun seseorang
mengajukannya kepada hakim dengan menggunakan cara yang batil sehingga
hakim memutuskan perkara tersebut dengan menguntungkan orang yang
sebenarnya tidak berhak, maka sungguh hakim tersebut telah berbuat kebatilan
dengan menghalalkan yang haram dan harta yang diperoleh dengan jalan batil
akan menjadi dosa dan hukumannya lebih berat di akhirat.!!?

Dengan melihat dari berbagai penafsiran para mufasir, ayat ini
menerangkan larangan untuk menikmati harta orang lain dengan cara yang tidak

dibenarkan atau melanggar hak orang lain serta memberikan harta kepada hakim

"Tmam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Fathu al-Qadir, Jilid 1, Terj.
Tim Pustaka Azzam, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.731.

2Abu Yahya Marwan bin Musa, Tafsir Al-Qur’an Hidayatul Insan, Jilid 1,
(www.tafsir.web.id, t.th), h. 93-94.


http://www.tafsir.web.id/
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dengan cara batil yaitu melakukan suap dengan tujuan agar bisa menikmati harta
orang lain, karena harta tesebut termasuk harta yang diharamkan untuk dimakan.
Sesuatu yang diputuskan oleh hakim setelah menerima suap tidaklah dapat
mengubah status hukum yang ada, keputusannya tidak bisa mengharamkan yang
halal dan menghalalkan yang haram.

Begitupun dengan kasus politik uang, penerima uang, barang atau sesuatu
yang berharga haram untuk menikmati pemberian tersebut. Menurut penulis hal
demikian juga tidak jauh berbeda dengan konteks politik uang yang melakukan
pemberian kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan sesuatu yang
dinginkan, yaitu dukungan suara dari para pemilih. Sehingga mereka bisa menang
dan mendapatkan jabatan yang diinginkan.

Pemberian yang dilakukan oleh para calon atau partai dilakukan dengan
istilah sumbangan atau sedekah merupakan sesuatu yang batil, karena penerima
sedekah memiliki kriteria tertentu. Sebagaimana pada ayat tersebut Abu Yahya
Marwan bin Musa juga menjelaskan gambaran perbuatan yang batil, yaitu
memberikan sesuatu kepada orang lain merupakan perkara yang baik seperti
sedekah, bantuan, zakat maupun wakaf namun yang menerimanya tidak
memenuhi kriteria atau syarat sebagai penerima.

2. Hukum Politik Uang

28 e

St V5. 185 ot 2 g 0350 1) el 18K 180 68 Y A 0 T
iy 05 D e
Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan
atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”!'3(QS.
al-Nisa’/4: 29)

Battuanna:

3K ementrian Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 112,
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“F, inggannana to matappa’, da sipande barang-barang di antaramu mie’
(tangalalang iya) salah, selaecngna sawa’ pa’danggangan iya melo’ para
melo’ di antaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna
Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie’.”7'#

a. Asbab al-Nuzul

Ayat ini turun sebagai bentuk larangan bagi hamba-Nya yang beriman
untuk tidak memakan harta dengan cara yang batil, yaitu dengan berbagai
makam usaha yang tidak dibenarkan oleh syariat seperti judi, penipuan, riba dan
sebagainya yang merugikan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai seseorang
yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda menyukainya,
maka anda boleh mengambilnya, jika tidak maka anda boleh mengembalikannya
dengan tambahan satu dirham. Maka turunlah ayat ini sebagai bentuk larangan
agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam ayat ini
diperbolehkan untuk mendapatkan harta tetapi dengan perniagaan dengan syarat
suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak.!!?
b. Munasabah

Pada ayat sebelumnya Allah menerangkan tentang hukum dan aturan
beberapa muamalah yang disinggung seperti tentang anak yatim, aturan
pembagian harta kepada kerabat yang turut hadir saat pembagian warisan, serta
kewajiban untuk membayar mahar kepada wanita yang akan dinikahi. Kemudian
dalam ayat ini Allah menerangkan kaidah umum berinteraksi dengan harta
kekayaan.

Tentu Allah memiliki alasan tersendiri dalam menetapkan aturan umum
kepada manusia dalam berinteraksi dengan harta sangat jelas, yaitu harta

kekayaan merupakan teman ruh bagi kehidupan manusia. Banyak dampak yang

4Muh. Idham Khalid Bodi, Koro’ang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa
Mandar dan Indonesia, h. 133.

'15Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, 7Taf$ir Ibnu Katsir
Jilid 11, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), h. 280-281
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ditimbulkan ketika harta kekayaan seorang manusia dilanggar yaitu perselisihan
yang menyebabkan tindakan perilaku kriminal. Sehingga Allah menetapkan
bahwa perputaran harta harusnya dengan cara diterima oleh semua pihak dengan
penuh kerelaan, dan tidak menzalimi dengan melanggar hak orang lain.!¢

c. Penafsiran

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menggunakan kata makan dalam
mendapatkan harta dengan cara yang batil, sebab kata makan merupakan sesuatu
yang primer dalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan primer saja dilarang
mendapatkannya secara batil, maka dipastikan kebutuhan sekunder ataupun
tersier juga dilarang memperolehnya secara batil.!!”

Dalam ayat ini menggunakan kata bainakum, M. Quraish Shihab
mengutip dari Thabathaba’i menurutnya kata bainakum bermakna kumpulan
harta yang berada diantara mereka dan harta tersebut berada ditengah-tengah
mereka. Maka dengan redaksi ayat yang menyebutkan memakan harta dengan
dengan kata bainakum menunjukan bahwa memakan atau memperoleh harta
yang dilarang atau secara batil, maksudnya adalah larangan untuk melakukan
transaksi atau memindahkan harta yang tidak memberikan kemaslahatan bagi
masyarakat, namun justru menggiring kepada kerusakan dan kehancuran, seperti
judi, riba, jual beli yang terdapat unsur penipuan dan segala bentuk yang
merugikan.!'8

Dalam tafsir al-Syaukani, a/-Batil adalah yang tidak haq (tidak benar),

bermacam-macam bentuknya. Salah satu bentuk kebatilan yaitu jual beli yang

16Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj, Jilid 111, Terj.
Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 56.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid
II, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 412.

U8M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid
II, h. 413.
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melanggar aturan syariat. Sedangkan kata al-Tijaratan adalah ungkapan tentang
pertukaran. Allah Swt menyebutkan perniagaan secara umumnya untuk mewakili
pertukaran yang dimaksudkan. Adapun pengecualian dalam ayat ini yang
membolehkan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu maka hal
tersebut halal bagi kamu. Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama
mengenai suka sama suka.

Sekelompok ahli ilmu berpendapat bahwa berlakunya dan diterimanya itu
berpisahnya fisik setelah melakukan transaksi jual beli atau salah satu diantara
mereka memberikan kesempatan untuk memilih. Sebagaimana dalam hadits
sebutkan “dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selama keduanya
belum berpisah, atau salah satunya mengatakan kepada yang lainnya, ‘silakan
pilih’.” Hal tersebut juga sependapat dengan al-Syafi’i, al-Tsauri, al-Auza’i, al-
Laits, Ishaq, Ibnu Uyainah dan lainnya. Sedangkan Abu Hanifah dan Imam Malik
mengatakan bahwa sahnya jual beli ketika dilangsungkannya dengan lisan,
sehingga tidak ada lagi hak untuk memilih.!!°

Wahbah al-Zuhaili dalam ayat ini mengartikan b7 a/-Batil yaitu dengan
cara-cara yang diharamkan oleh syariat misalnya judi, riba dan ghasab. Allah
telah melarang untuk memakan harta pribadi atau harta orang lain dengan cara
yang batil. Sebab kata amwalukum menunjuk makna harta orang lain dan harta
milik pribadi sendiri. Pada hakikatnya harta milik seseorang itu adalah milik
semua umat. Dengan demikian makna a/-Batil adalah segala cara yang ditempuh
untuk mendapatkan harta yang melanggar syariat. 12

Ayat ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang beriman.

Larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil ditujukan kepada

"Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Fathu al-Qadir, Jilid 11, Terj.
Tim Pustaka Azzam, (Cet. [; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 812-813.

120Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj, Jilid 111, h. 57.
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mereka. Pesan yang dikandung dalam larangan tersebut merupakan tindakan
penyucian terhadap bekas-bekas kehidupan jahiliah yang masih terlihat dalam
kehidupan masyarakat Islam. Perintah larangan memakan harta secara batil
mencakup semua cara mendapatkan harta yang tidak dibenarkan atau tidak
diizinkan oleh Allah. Menurut Sayyid Qutb, diantara cara mendapatkan harta
yang batil yaitu dengan menipu, menyuap, berjudi, menimbung barang-barang
kebutuhan pokok untuk menaikan harganya, semua jual beli yang haram, riba,
menjual kehoramatan, tanggung jawab, hati nurani, akhlak dan agama yang dapat
dilakukan dalam masyarakat jahiliah kuno maupun modern.'?!

Ujung dari ayat tersebut menegaskan pelarangan memakan harta orang
lain secara batil dengan larangan membunuh. Karena jika larangan itu dilanggar
maka sama halnya dengan membunuh diri sendiri dan menjerumuskan dirinya
kepada kehancuran. Selain itu lanjutan daripada ayat tersebut yaitu Qs. al-
Nisa’/4: 30 yang artinya “Barangsiapa yang berbuat demikian dengan cara
melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka.
Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” Ayat tersebut merupakan
ancaman di akhirat bagi orang-orang yang memakan harta orang lain secara batil
yang melampaui batas dan zalim. Menurut Sayyid Qutb orang yang memakan
dan diberi makan dengan jalan yang batil itu sama saja sebab masyarakat saling
memikul tanggungjawab. !

Menurut penulis, para mufasir sepakat menjelaskan ayat ini mengenai
harta yang didapatkan dengan cara yang tidak benar atau melanggar syariat.
Dapat dilihat pada ayat tersebut M. Quraish Shihab menjelaskan harta itu haram

karena memperolehnya secara batil, yaitu melakukan transaksi yang tidak dapat

121Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di bawah Naungan Al-Qur’an, Jilid 11, Terj.
As’ad Yasin, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.343.

128ayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di bawah Naungan Al-Qur’an, Jilid 11, h. 343.
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memberikan kemaslahatan kepada masyarakat namun justru menimbulkan
berbagai kerugian, kerusakan dan kehancuran seperti riba, judi, penipuan dalam
transaksi, dan suap dalam hal ini politik uang.

Praktik politik uang sudah jelas keharamannya, namun sering dilakukan
dengan cara yang halus agar tampak seperti tidak melakukan suap atau membeli
suara rakyat. Misalnya dengan memberikan masyarakat sembako atau sedekah
kepada masyarakat, memfasilitasi dengan memberikan bantuan berupa sarana
ibadah dengan tujuan agar masyarakat hendak memilih calon pemimpin yang
telah memberikan mereka bantuan-bantuan tersebut. Tentunya hal ini dapat
dikategorikan dalam hal jual beli suara atau suap sebab mereka memberikan
kepada masyarakat bukan karena ketulusan untuk memberi melainkan ada tujuan
yang lain di balik itu semua.

Sebagaimana telah umum diketahui, bersedekah atau memberikan
sumbangan terutama hal yang berkaitan dengan sarana peribadatan merupakan
tindakan mulia yang sangat dianjurkan. Tindakan tersebut seharusnya dilakukan
tanpa mengharap imbalan atau balasan apapun dari orang yang menerima
sedekah atau bantuan tersebut. Idealnya pemberian tersebut didasari oleh rasa
kepedulian sosial dengan niat tulus untuk membantu sesama.

Namun dalam konteks politik uvang, prinsip kebaikan ini seringkali
disalahgunakan. Bantuan kepada masyarakat masyarakat baik berupa uang,
barang, maupun fasilitas tidak lagi murni sebagai bantuan atau amal sedekah.
Dalam praktik tersebut disertai dengan maksud lain yang terselubung, yaitu
penerima bantuan diharapkan memberikan bantuan berupa dukungan politik
kepada yang memberikan mereka bantuan dengan cara memilihnya ketika maju

untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Sehingga perbuatan tersebut yang
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seharusnya didasarkan pada keikhlasan dan niat baik berubah menjadi kerugian
bagi demokrasi.

Al-Qur’an telah memberikan penjelasan tentang melakukan perbuatan
baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Firman Allah Swt dalam

Qs. al-Muddassir/74: 6
el “s % 0%0% 7.
xis L ° % y}

Terjemahnya:

“Janganlah memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih
banyak!”123(QS. al-Muddassir/74: 6)

Battuanna:

“Anna dao (Muhammad) pappibengaﬂg (sawa’ melo’o) mallololongan
(balasan) kaminang mai’di.

Menurut penulis perbuatan demikian dilarang dalam Islam karena
mencampurkan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Sebagaimna
dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al-Baqgarah/2: 42:

S34085 2505 501 154855 ol 5501 15208 Y
Terjemahnya:

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan
(jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui
(-nya).”125(QS. Al-Baqarah/2: 42)

Battuanna:

“Anna da to’o mie’ mupasigarui anu iya tongang anna anu iya batil
(salah), anna da to’o mie’ mubuniangi anu parua, padahal i’o mie’
ma’issang. %

125Kementrian Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 854.

124Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar
dan Indonesia, h. 1088.

125Kementrian Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 9.

126Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahnya Bahasa Mandar
dan Indonesia, h. 11.
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Politik vang sering kali dilegalkan dengan berbagai cara, tidak tanggung-
tanggung terkadang diistilahkan dengan sedekah atau sumbangan. Sungguh ini
menjadi sebuah kekhawatiran bersama. Mengingat sedekah atau sumbangan
sejatinya adalah amalan yang baik, namun dimanfaatkan oleh orang-orang yang
tidak bertanggung jawab. Dari redaksi ayat tersebut jelas Allah Swt melarang
manusia untuk mencampuradukkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Menurut
penulis ayat ini sangat relevan menyinggung suatu perkara yang
dicampuradukkan antara yang hak dengan yang batil dalam sedekah. Saat
melakukan suap kepada pemilih dengan menggunakan istilah sedekah atau
sumbangan tentu melanggar ayat di atas.

3. Cara Menanggulangi Politik Uang
:;L; 080, :}p{;j Z)i}”'?/ :}p{}" 3" a)fji <215 55215_ :)L; éj o & /S b}lﬁ g/_)/i /S f)ui/
0 ,% vog & H 50 Lot . o P ° b et &
e i g alll O) Bty 14 A6 Gl 015s BE A5

Terjemahnya:

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong
lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang
kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di
antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling,
mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika
engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”’?’(QS. al-
Ma’idah/5:42)

Battuanna:

“Ise’iya naelo’i sanna’i mairrangngi karewa losong, mae’diangi maande
anu harang, mua’ ise’iya (Yahudi) mappoleio (na mattarima putusan), jari
putusan (parakara di’o) iyade’ mupeppondo’i ise’iya, mua’ diango’o
mappeppondo’i ise’iya, jari andiangi ise’iya na mambengano’o adaeang
mau nasaicco ’na. Anna mua’ diang putusan parakara putussimi mie’ di’o
parakara-o iya adil. Sitongangna Puang Allah Taala ma’elo’i to maroro
(adil). %5

127Kementrian Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 154.

12%Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa
Mandar dan Indonesia, h. 186.
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a. Asbab al-Nuzul

Imam Ahmad meriwayatkan dari al-Barra’ bin Azib mengenai kisah
seorang Yahudi yang dihitamkan wajahnya dan juga dianiaya kemudian dibawa
kehadapan Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah bersabda, “apakah seperti ini
cara kalian menghukum orang yang melakukan zina, sebagaimana yang kalian
dapati dalam kitab Taurat?” mereka menjawab “benar, wahai Rasulullah.”
Kemudian Rasulullah memanggil tokoh dari kalangan mereka dan bersabda
“Saya minta kepadamu demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa,
apakah seperti ini yang kamu dapati dalam kitab Taurat terkait hukuman bagi
orang yang melakukan zina?” dan ia menjawab “Tidak, demi Allah seandainya
tidak kamu terangkan kepadaku wahai Muhammad, saya tidak akan
memberitahukan. Kami mendapati dalam kitab Taurat bahwa hukuman bagi
orang-orang yang melakukan zina yaitu rajam.Tetapi perbuatan tersebut banyak
dilakukan oleh orang-orang besar kami, jika salah seorang pembesar melakukan
zina mereka tidak dihukum, namun sebaliknya jika yang melakukannnya adalah
orang-orang yang kecil atau lemah, maka hukuman rajam berlaku pada mereka.
Untuk itu kita menetapkan satu hukum yang yang berlaku secara umum, yang
berlaku kepada orang-orang pembesar begitupula dengan orang-orang yang
lemah. Sehingga ditetapkanlah bersama-sama, yaitu dengan cara menghitamkan
wajahnya dan menderanya sebagai pengganti hukuman rajam.” Maka Rasulullah
berkata, “Ya Allah, aku inilah yang awal mula menghidupkan serta menegakkan
perintah-Mu setelah mereka mematikan dan tidak memakainya lagi.” Kemudian
Rasulullah memerintahkan mereka untuk melakukan hukuman rajam kepada

orang yang melakukan zina, lalu turunlah ayat ini.!?®

129K ementrian Agama RI, A/-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 11, (Jakarta: Penerbit Lentera
Abadi, 2010), h. 401.
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b. Munasabah Ayat

Pada ayat sebelumnya dijelaskan bagaimana sikap atau perilaku orang-
orang Yahudi terhadap kitab suci mereka sendiri. Mereka mengingkari apa yang
telah diatur dalam kitab mereka, pada akhir ayat disebutkan bahwa mereka tidak
dikendaki oleh Allah untuk menyucikan hati mereka dan mendapatkan kehinaan
di dunia dan di akhirat. Maka pada ayat ini menekankan berbuatan orang Y ahudi
dari “mereka adalah orang —orang yang suka mendengar” yaitu menerima serta
membenarkan berita bohong, bukan sekedar mendengarkan. Akan tetapi mereka
memakan atau memperoleh sesatu yang haram, seperti suap, riba dan lain-lain
yang menyangkut sesuatu yang haram.!30
c. Penafsiran

Dalam tafsir F7 Zhilalil Qur’an, Sayyid Qutb menerangkan bahwa mental
orang Yahudi suka berbohong serta jiwanya selalu terdorong untuk mendengar
perkataan-perkataan yang dusta dan batil. Mereka juga tidak tertarik terhadap
perkataan yang baik dan jujur. Sehingga kebiasaan mereka rusak serta senang
dengan segala kebatilan. Mereka suka memakan makanan yang haram, riba, suap
dan menjual perkataan dan fatwa. Itu yang menjadi makanan utama dari orang-
orang Yahudi serta masyrakat yang melenceng dari aturan Allah.!3!

Sayyid Qutb memaknai kata suhf sebagai sesuatu yang haram karena
memutuskan dan menghilangkan berkahnya. Sungguh hilanglah keberkahan pada
masyarakat yang jauh dari syariat Allah. Dalam menyelesaikan perkara tersebut

Allah memberikan pilihan kepada Rasul. Ketika mereka datang kepada Rasul

30M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid
III, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 100.

BISayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di bawah Naungan Al-Qur’an, Jilid 111, Terj.
As’ad Yasin, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 232.
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untuk meminta putusan hukum, Rasul memiliki kehendak untuk menghindari
atau memutuskan perkara diantara mereka.'3?

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, kata suAf pada dasarnya berarti
sesuatu yang membinasakan. Sebab yang haram pasti membuat binasa para
pelakunya. Ada yang menganggap bahwa kata tersebut digunakan untuk
menggambarkan sifat hewan yang sangat rakus saat makan. Demikian halnya
dengan manusia yang memakan atau menikmati sesuatu tanpa memperdulikan
asal harta yang diperoleh, menjadikan ia binasa karena perbuatannya sendiri.

Selain itu, juga bisa dilihat dalam ayat tersebut terdapat kata in ({f) yang
berarti jika atau seandainya. Kata ini bermakna keraguan terhadap apa yang akan
diberitakan. Sehingga dapat dipahami bahwa orang-orang Yahudi sebenarnya
ragu atau tidak yakin ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad Saw untuk
meminta sebuah keputusan sebab mereka mengharapkan keputusan yang
menguntungkan mereka tetapi mereka harapan mereka tidak sesuai dan
menyesal. Kata tersebut juga menjadi sebuah isyarat bahwa Nabi tidak begitu
antusias terhadap permintaan mereka untuk memberi putusan, karena meyakini
bahwa orang Yahudi tidak akan mengaharapkan keputusan yang adil tetapi
menuntut keputusan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi mereka meminta
keputusan kepada Nabi karena melihat kedudukannya sebagai seorang
pemimpin.!33

i\xi.U o}ilﬁ uJ.iU d)fu'w menurut Wahbah al-Zuhaili menerangkan
perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang banyak mendengarkan
kebohongan serta memakan harta haram seperti suap, dalam perkara hukum

peradilan (jual beli vonis hukum), uang upah perdukunan, bayaran pelacur dan

132Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di bawah Naungan Al-Qur’an, Jilid 111, h. 232.

133M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid
II1, h. 100-101.



62

lainnya sebagaimna yang sebutkan sebelumnya. Suap atau risywah diharamkan
dalam segala hal, suap boleh terjadi dalam vonis atau putusan perkara dan hukum
(jual beli putusan). Yang jelas diharamkan baik orang yang menyuap atau yang di
suap, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah Saw:

5 e e i
Artinya:

"Allah melaknat penyuap dan penerima suap.” (HR. Tirmidzi)'3*

Dari hadis ini sangat jelas menegaskan tentang perkara suap, dalam hadis
tersebut disebutkan bahwa laknat Allah akan jatuh kepada orang-orang yang
memberikan suap dan menerima suap sehingga bisa terjadinya suap. Menurut
penulis hadis ini menjadi peringatan keras agar tidak sekali-kali terlibat dalam
praktik suap karena resiko yang ditimbulkan tidak hanya merusak moral dan
tatanan sosial, tetapi juga mendapat kemurkaan dan laknat dari Allah Swt.

Ketika hakim menerima suap, hakim tersebut berpihak kepada yang
menyuap dan memenangkan perkaranya meski penyuap memang benar, maka
termasuk hakim yang fasik karena menuruti keinginan penyuap, begitupun ketika
hakim tersebut memutuskan perkara dan memenangkan pihak yang bersalah
maka hakim tersebut juga dianggap fasik karena telah menerima suap untuk
memenangkan perkara pihak yang bersalah.!3>

Namun ketika seseorang melakukan suap terhadap hakim untuk
melindungi dirinya dari kezaliman hakim, maka yang memberikan suap tidak
diharamkan akan tetapi haram bagi yang menerima suap tersebut dalam hal ini
hakim. Sebagaimana perkataan Hasan yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili

“tidak apa-apa sesorang memberikan sebagian harta untuk melindungi dan

134Imam al-Hafiz Muhammad bin ‘Isa bin Sarwa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, h. 315

135Wahbah al-Zuhaili, al- TafSir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj, Jilid 111, h. 532.
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menjaga harga diri, kehormatan dan martabatnya.” Selain itu situasi seperti ini
juga pernah dialami oleh Abdullah bin Mas’ud ketika berada di Habasyah pernah
melakukan suap sebanyak dua dinar, kemudian ia berkata “Sesungguhnya yang
berdosa adalah pihak yang menerima, bukan pihak yang memberi.”13¢

Penulis melihat ayat ini merupakan penegasan tentang sikap orang-orang
Yahudi yang menentang atau tidak mengindahkan aturan yang ada dalam
kitabnya sendiri. Sikap mereka yaitu suka mendengar berita bohong, menjual
perkataan serta menyuap para hakim agar bisa mengatur hukuman sesuai
kehendak mereka. Perilaku demikian yang menjadikan orang-orang Yahudi
menjadi binasa.

Namun dalam penjelasan tafsir al-Munir, ayat ini menerangkan bahwa
pada dasarnya suap adalah haram, akan tetapi dibolehkan jika dilakukan dengan
maksud untuk melindungi kehormatan diri sendiri maka perbuatan tersebut halal
bagi pemberi suap dan haram bagi yang menerima. Dengan demikian penetapan
hukum terhadap suap dilihat dari konteks yang melatarbelakangi praktik suap.

Hal demikian bisa menjadi gambaran bagaimana orang-orang melakukan
praktik politik vang dalam pemilu yang memberikan uang, barang atau sesuatu
yang berharga kepada rakyat sebagai pemilih. Sehingga ia mendapatkan jabatan
yang diinginkannya. Harta yang digunakan dalam menyuap inilah yang menjadi
alasan para pemimpin untuk melakukan praktik korupsi di kemudian hari untuk
mengembalikan harta mereka dengan rakus. Sebagaimana dalam tafsir al-
Mishbah disebutkan kata suhf menggambarkan sifat yang rakus pada hewan
ketika makan.

Dari beberapa ayat al-Qur’an yang telah diuraikan oleh penulis

sebelumnya, sangat jelas bagaimana al-Qur’an telah melarang perilaku politik

136Wahbah al-Zuhaili, al- TafSir al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj, Jilid 111, h. 532.
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uang sebagaimana suap kepada hakim itu dilarang. Menurut penulis ayat-ayat
yang telah dijelaskan sebelumnya berlaku kepada semua orang yang terlibat
dalam praktik politik uang. Dalil-dalil dalam al-Qur’an yang disebutkan
sebelumnya telah tegas mengharamkan suap kepada hakim.

Penulis melihat penafsiran dari para mufasir mengartikan istilah tudiu
dalam QS. al-Baqarah/2:188 dengan suap kepada hakim atau orang yang
memiliki wewenang dalam menentukan keputusan, namun keputudannya
tersebut tidak dapat mengubah sesuatu yang haram menjadi halal dan begitupun
sebaliknya. Kemudian dalam QS. al-Nisa’/4: 29 juga merupakan larangan untuk
mendapatkan harta dengan cara yang batil, yaitu tidak melanggar syariat dan
tidak mencampuradukkan sesuatu yang hak dengan yang batil.

Menurut penulis, konteks masa kini terkait sedekah atau sumbangan yang
dilakukan pada masa kampanye atau menjelang pemilu itu termasuk dalam
kategori politik uang yang diperhalus. Namun jika sebelumnya sedekah yang
dilakukan ini memang sudah menjadi kebiasaan dari seseorang dalam bersedekah
bukan hanya pada saat menjelang pemilu tapi juga pada hari-hari biasa, maka ini
tidak termasuk dalam praktik politik vang. Sehingga penulis mengkontekskan
dengan ayat yang dikutip sebelumnya dengan penjelasan para mufasir terkait
suap kepada hakim dan keputusan hakim yang tidak dapat mengubah status
hukum, yaitu tidak dapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang
halal.

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi petunjuk dalam
menjalani kehidupan, segalanya diatur dengan baik. Sehingga umat Islam dapat
menjalani kehidupannya sesuai dengan syariat atau ajaran Islam. Sebagai
petunjuk bagi kehidupan, tentunya al-Qur’an memiliki solusi dalam

menyelesaikan berbagai problem. Berbagai solusi yang ditawarkan oleh al-
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Qur’an dalam menyelesaikan persoalan, tinggal bagaimana manusia
menerapkannya dalam kehidupannya.

Untuk itu, dalam persoalan politik uang, al-Qur’an tentunya memiliki
solusi untuk menyelesaikannya. Menurut penulis, Qs. Al-Ma’idah/5: 42 juga
telah menawarkan cara untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya
praktik politik uang yaitu sebagai berikut:

a. Meninggalkan perkara politik uang
Salah satu cara untuk menanggulangi terjadinya politik uang terdapat

pada pertengahan redaksi Qs. Al-Ma’idah/5: 42:

o &

B 3 S 1 S Bl 1l o 4 s KA e B
Terjemahnya:

...Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta
putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka.
Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit
pun..."3(QS. al-Ma’idah/5:42)

Dalam redaksi tersebut jelas bahwa ketika orang-orang Yahudi hendak
meminta putusan dari Nabi Muhammad Saw, maka boleh bagi Nabi untuk
berpaling yaitu tidak terlibat dalam perkara atau tidak menerima permintaan
orang-orang Yahudi untuk diberi putusan, dan ketika Nabi menerima permintaan
orang-orang Yahudi tersebut maka wajib untuk memberikan putusan mereka
secara adil. Hal tersebut menunjukan solusi yang dapat dilakukan dalam
meminimalisir terjadinya politik uang dalam pemilu yaitu meninggalkan perkara
atau hal-hal yang mengarah kepada politik uvang serta menegakkan keadilan
dalam melaksanakan pemilu.

Meninggalkan perkara yang mengarah kepada politik uang maksudnya
yaitu menghindari orang-orang yang tidak berlaku jujur dalam berpolitik yang

terindikasi melakukan praktik politik uang. Selain itu, penyelenggara pemilu

137Kementrian Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 154.
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hendaknya menolak pencalonan orang yang memiliki rekam jejak terkait korupsi
atau kecurangan. Ketika menjauhi perkara tersebut tidak akan memberikan
dampak buruk bagi seseorang, justru memberikan dampak yang baik sebab
mengurangi terjadinya politik uang.
b. Menegakkan prinsip keadilan

Cara yang lain yang juga ditawarkan dalam ayat ini yaitu menengakan
keadilan ketika memutuskan sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-
Ma’idah/5: 42:

a3t sy il &) Lol g 2o eals b,

Terjemahnya:
...Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah

dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

adil.”133(QS. al-Ma’idah/5:42)

Pada ayat ini juga menerangkan bahwa ketika nabi akan memilih untuk
memutuskan perkara orang-orang yahudi, maka hendaknya memutuskan perkara
tersebut secara adil tanpa memihak kepada salah satu diantara pihak yang
berselisih. Hal ini menandakan bahwa ketika sesorang dihadapkan pada sebuah
perkara untuk diputuskan maka harus memutuskannya dengan adil.

Jika dianalogikan dengan perkara politik uang, tentunya memiliki
keterkaitan dalam hal memutuskan sebuah pilihan. Dimana keputusan yang
dikeluarkan harus memegang prinsip keadilan agar tidak memihak pada satu
kelompok atau calon pemimpin yang mengandalkan uang untuk memenangkan
pemilihan. Menegakan keadilan sebagai prinsip utama untuk mengurangi
terjadinya politik uang, yaitu dengan membagun sistem meritokrasi dan
transparansi sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang berkualitas, serta

menegakan sikap adil terhadap semua calon pemimpin tanpa berpihak terhadap

yang memiliki uang.

138K ementrian Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 154.
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Lebih lanjut penjelasan mengenai keadilan yang harus ditegakkan juga

disinggung dalam Qs. al-Nisa’/4: 135:
558 0 G andyt (0 e s e ey cis 558 550 5
Slasii, 08 a6 5 s s 0 3 e s i ey s 06 s 5 e
o

pd

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan
saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri,
ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian)
kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka,
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari
kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling
(enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala
apa yang kamu kerjakan.”3%(QS. al-Nisa’/4: 135)

Battuanna:

“FE inggannana to matappa’, penjario mie’ to mappake’de’ pappogauang
adil, menjari sa’bi sawa’ Puang Allah Taala, maui lao di alawemu iyade’
lao di indo amammu anna to kadeppe’'mu. Mua’ diangi sugi’ iyade’ kasi-
asi, jari Puang Allah Taala la’bi ma’issang di apianganna. Jari da mie’
mappeccoe’l nassu sawa’ melo’o me ’apeko ’ pole di aparuang. Anna mua’
mapputa-putaro’o (mappatiwali’o mie’ pau) iyade’ andiang melo’ menjari
sa’bi. Jari sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Pakkarewa
inggannana anu iya mupogau’

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini memberikan pesan kepada orang
yang beriman yaitu Allah memerintahkan agar menegakan keadilan dengan
sebenar-benarnya dan menjadi saksi karena-Nya, selalu merasakan kehadiran-Nya
dalam setiap tindakan, baik terhadap diri sendiri maupun keluarga. Tidak ada
alasan untuk tidak berlaku adil, meskipun orang yang terlibat memiliki
kedudukan atau dihormati. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi mereka.

Oleh karena itu, jangan mengikuti hawa nafsu atau menyimpang dari kebenaran,

139K ementrian Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 134
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dan jangan mengubah kesaksian atau menyampaikannya secara tidak jujur,
karena Allah mengetahui segala perbuatan sekecil apapun itu.!4

Secara tegas dalam ayat ini memerintahkan agar berlaku adil dalam setiap
tindakan tanpa memandang status seseorang, disebutkan untuk berlaku adil
bukan hanya kepada orang lain tetapi terhadap diri sendiri dan keluarga. Maka
dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dalam kehidupan, permasalahan seperti
politik uang dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip keadilan dalam
kehidupan sehari-hari.

Selain itu dalam menanggulangi praktik-politik uang ini, perlunya
transparansi dalam pemilu agat tidak ada kecurangan yang dilakukan, baik dari
pemilih, tim sukses, calon, partai politik dan semua yang terlibat dalam pemilu
atau pilkada. Dalam hal ini trasparansi sangat diperlukan untuk menghindari
praktik politik politik uang dalam pemilu atau pilkada. Menurut penulis ayat di
atas juga bisa menjadi landasan untuk transparan yaitu dengan berlaku adil, tidak
berpihak, dan jujur, serta tidak menyembunyikan fakta atau manipulasi demi
kepentingan pribadi atau kelompok. Sebagai contoh ketika menemukan praktik
politik uang hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk
menindaklanjuti.

B. Dampak Politik Uang dalam kehidupan

Politik uvang dalam pemilu ataupun pilkada merupakan cara yang
digunakan untuk memengaruhi hasil pemilihan dengan cara membeli dukungan
atau suara rakyat dengan memberikan uang, barang atau janji-janji yang memiliki
nilai. Sampai saat ini tidak henti-hentinya politik uang terus dibicarakan dari
mulut ke mulut, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan politik vang dan

bahkan sudah mengangapnya sebagai hal yang lumrah terjadi di kalangan

140M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid
IL, h. 616.
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masyarkat. Sudah menjadi keharusan untuk berusaha meminimalisir terjadinya
praktik politik uang sebab banyaknya kemudaratan yang ditimbulkannya.
Berbagai masalah timbul yang bisa merusak tatanan dalam kehidupan, hal ini
dapat dilihat dari berbagai sektor keagamaan, perekonomian, kesejahteraan
masyarakat, dan lain sebagainya.

Politik uvang tentunya memberikan dampak sebagaimana yang telah di
jelaskan pada bagian sebelumnya. Berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh
praktik politik uang seperti kurangnya pemimpin yang berkualitas sehingga
maraknya terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Praktik politik uang juga
menimbulkan sikap apatis terhadap masyarakat yang tidak peduli terhadap
kualitas calon pemimpin. Masyarakat hanya menginginkan keuntungan instan
yang pada hakikatnya sedikit dan tidak berkepanjangan.

Setelah menguraikan penafsiran ayat yang terkait dengan politik uang,
khusus pada bagian ini penulis menguraikan dampak yang ditimbulkan oleh
politik uang dalam kehidupan. Berikut ini beberapa dampaknya yaitu:

1. Aspek Moral dan Spiritual

Terkait dengan dampak politik uang pada aspek moral dan spiritual, perlu
dipahami pengertian moral dan spiritual terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia moral berarti baik buruk yang diterima umum mengenai
perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral juga berarti akhlak atau budi
pekerti.'#! Sedangkan spiritual berarti yang berhubungan atau bersifat kejiwaan
(rohani batin).!4?

Politik uang menciptakan kondisi kemerosotan nilai moral dan spiritual
seseorang, sebab dengan praktik politik uang tersebut mengedepankan

keuntungan pribadi atau golongan yang bisa menjauhkan dari nilai-nilai

“ITim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h. 971.
142Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1373.
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kejujuran. Adapun orang yang terlibat dalam praktik ini telah melanggar etika
dalam menggunakan harta dan kekuasaan sebagaimana dalam penjelasan
sebelumnya pada QS. al-Baqarah/2: 188, yang telah menjelaskan larangan terkait
menyuap kepada hakim, dan hakim yang dilarang untuk memutuskan sebuah
perkara dengan jalan yang batil. Demikian juga halnya dengan politik uang
dilarang berdasarkan penafsiran ayat tersebut.

Praktik tersebut merupakan salah satu dosa yang hukumannya lebih berat
di akhirat karena telah menghalalkan yang haram dan para pelakunya mengetahui
bahwa hal tersebut adalah perbuatan dosa tetapi mereka mengingkarinya. Seperti
pada penghujung dari QS. al-Baqarah/2: 188, uji.bo (133/\5 “...padahal kamu
mengetahui.” Sebagaimana menurut al-Syaukani, ayat wa antum ta’lamun
merupakan kondisi mengetahui perbuatan yang dilakukan itu adalah perkara yang
batil dan sama sekali tidak benar. Ini yang kemudian menjadikan siksaannya
lebih berat karena melanggar larangan Allah sedang mereka mengetahuinya.!'43

Politik uang juga diibaratkan sebagai perbuatan yang membunuh diri
sendiri dan menghancurkan kehidupan, seperti kesan yang disampaikan pada
ujung ayat Qs. al-Nisa’/4: 29 yang artinya ‘janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Yang menurut Sayyid
Qutb itulah dampak dari memakan atau mendapatkan harta orang lain dengan
cara yang batil dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa perbuatan demikian sama
halnya dengan membunuh. Dampak yang juga akan didapatkan jika melanggar
larangan Allah swt dijelaskan pada ayat selanjutnya “Barangsiapa yang berbuat
demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan

dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” '*

143Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Fathu al-Qadir, Jilid 1, Terj:
Tim Pustaka Azzam, h. 733.

144Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di bawah Naungan Al-Qur’an, Jilid 11, h.343
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Selanjutnya Orang-orang yang terlibat dalam praktik politik uang juga
menghilangkan keberkatan rezeki dan hidupnya, membinasakan mereka serta
menjadikan mereka tidak tenang dalam menjalani kehidupan karena perbuatan
mereka. Sebagaimana politik vang diistilahkan dengan kata as-sufitu yang dalam
al-Qur’an disebutkan sebagai perbuatan haram yang dapat membinasakan
manusia. Seperti yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsirnya
mengatakan kata as-sufitupada dasarnya sesuatu yang membinasakan sebab yang
haram pasti membuat binasa pelakunya.!#

Selain itu dampak dari praktik tersebut yaitu mendapatkan laknat dari
Allah karena politik uang masuk dalam kategori risywah atau suap, sebagaimana
disebutkan dalam hadis Nabi Saw. “Allah melaknat pihak yang menyuap, pihak
yang menerima suap, dan yang menjadi makelar atau perantara duantara
keduanya’. Hadis tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa orang yang terlibat
dalam praktik suap mendapatkan laknat dari Allah Swt.

2. Aspek Sosial Politik

Kata sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkenaan
dengan masyarakat.!#® Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah
suatu pengetahuan terkait ketatanegaraan atau kenegaraan seperti dasar
pemerintahan dan sistem pemerintahan. Politik juga dapat dipahami sebagai
segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat dan sebagainya terkait
dengan pemerintahan suatu negara.'4’ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan

bahwa sosial politik ialah keterkaitan atau interaksi antara masyarakat dan

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid
111, h. 100.

146Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1371

“TM. Aris Yusuf, “Pengertian Politik: Ciri, Tujuan, Konsep, Contoh Politik ini”,
https./’www. gramedia.comv/literasi-politik-adalah/, (Diakses pada hari Sabtu, 2 Desember 2024,
pukul 13:23 WITA).
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negara serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dan
kelompok sosial.

Adapun dampak dari politik uvang juga meliputi aspek sosial politik
menimbulkan ketidakadilan sebab hanya orang-orang yang memiliki uang
berpotensi mememenangkan pemilu, sementara rakyat biasa yang tidak memiliki
cukup uang akan terpinggirkan, sehingga keputusan atau kebijakan banyak
berpihak kepada golongan tertentu dan merugikan masyarakat luas. Hal ini tentu
bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan prinsip keadilan.

Pelaku atau pemimpin yang lahir dari proses politik uang cenderung akan
mengutamakan kelompok atau golongan orang-orang yang memberi dukungan
pada mereka pada saat melakukan kampanye. Hal tersebut dilakukan sebagai
bentuk hubungan timbal balik antara calon dengan masyarakat. Sehingga yang
seringkali terjadi adalah adanya kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan
sekelompok orang saja yang tidak menguntungkan bagi masyarakat luas.

Dalam konteks politik uang, Qs. al-Baqarah/2: 188 memberikan
peringatan tegas agar tidak menyalahgunakan harta dan kekuasaan untuk
mendapatkan keuntungan secara batil. Ayat ini juga mengingatkan bahwa
praktik semacam ini dapat menimbulkan masalah yang serius, bukan hanya
dalam hal moral, tetapi juga dalam aspek sosial. Salah satu dampak politik uang
adalah bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan proses
pemilihan, karena masyarakat merasa hasil pemilu atau pilkada tidak didasarkan
pada kualitas calon pemimpin melainkan transaksi yang bersifat materialistik.
Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang

dijunjung tinggi dalam Islam.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencari ayat al-Qur’an yang terkait dengan politik uang

kemudian menguraikannya dengan penafsiran dari berbagai kitab tafsir Al-

Misbah, Al- Qurthubi, Al-Munir, Fathul Qadir, Hidayatul Insan, dan Fi Zhilalil

Qur’an, kemudian menguraikan dampak dari politik uang perspektif al-Qur’an.

Selanjutnya penulis menyimpulkan:

1.

Politik uang dalam al-Qur’an disebut sebagai fudl/u pada Qs. al-
Baqgarah/2:188 yang menjelaskan definisi dari politik uang yaitu larangan
memakan harta orang lain membawa urusan harta kepada hakim atau
menyogok dengan maksud agar mendapatkan keuntungan cara menyuap
hakim. Politik vang juga disebut sebagai amwal al-batil pada Qs. al-
Nisa’/4:29 tentang larangan untuk mendapatkan harta secara batil, ayat
ini yang menjadi dasar hukum dari keharaman politik uang. Kemudian a/-
suftu pada Qs. al-Ma’idah/5:42 tentang sikap dari orang Yahudi yang
suka memakan harta yang haram, pada ayat ini juga yang menawarkan
cara menanggulangi atau meminimalisir terjadinya politik uang. Cara
yang ditawarkan ada dua yaitu perfama, meninggalkan atau menjauhi hal-
hal yang terkait dengan politik uang agar praktik tersebut semakin
berkurang, kedua, menjunjung prinsip keadilan dalam berbagai perilaku
atau tindakan, dan transparansi dalam pemilu dengan berlaku adil, tidak
berpihak, dan jujur, serta tidak menyembunyikan fakta atau manipulasi
demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Dampak yang ditimbulkan dari praktik politik uvang dalam kehidupan
terjadi pada dua aspek yaitu: Pertama, aspek moral dan spiritual,

mendapatkan dosa besar dan mendapatkan siksaan yang berat sebab
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melakukan perbuatan yang dilarang dalam kondisi mengetahuinya bahwa

hal tersebut dilarang, orang yang terlibat dalam praktik politik uang akan

menghiangkan keberkahan pada rezeki yang didapatkan dan
kehidupannya serta membinasakan mereka sehingga mereka tidak tenang
dalam menjadi hidup, dan mereka mendapatkan laknat dari Allah Swt.

Kedua, aspek sosial politik, politik uvang juga memberikan dampak

terhadap sosial politik diantaranya yaitu terjadinya ketidakadilan yang

terjadi yang banyak merugikan banyak orang, merusak tatanan
masyarakat, serta mengurangi kepercayaan publik.
B. Saran

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi yang
membantu pembaca untuk lebih memahami praktik politik uang. Pembaca
diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam tentang politik uang, yang
akan memperluas pemahaman mereka dan menghindari kesalahpahaman,
terutama bagi yang belum terbiasa dengan topik ini. Semoga penelitian ini bisa
menjadi acuan bagi peneliti atau penulis selanjutnya yang membahas terkait
politik uang.

Setelah membaca skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak
kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan
adanya kritik dan saran dari masyarakat, akademisi, mahasiswa, maupun pihak
lain, agar karya ini dapat menjadi langkah awal menuju karya ilmiah yang lebih

akurat di masa mendatang.
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